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ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana
penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca
berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016?. Kedua, Apa faktor pendukung dan faktor penghambat
Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo
pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ? Penulis menggunakan metode penelitian
empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan organisasi kelembagaan
daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu bahwa
adanya perubahan diantaranya : adanya bentukan Dinas baru ada 2 yaitu Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman; adanya perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang menjadi Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Perubahan jumlah
pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja hampir
semuanya diubah, termasuk di kecamatan dan kelurahan. Adapun faktor
penghambatnya adalah : kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai
pegawai PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten
Ponorogo, tidak hanya itu dalam penataannya juga didukung oleh faktor-faktor
pendukung yaitu : 1. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja
masing-masing perangkat daerah Kabupaten Ponorogo 2. Dari segi APBD Tahun
2017 Kabupaten Ponorogo (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan
mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun
2016), yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk Pendapatan, dan
sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54%.

Kata Kunci: Penataan Organisasi, Kelembagaan Daerah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik1, yang biasa

dikenal dengan sebutan NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan merupakan bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat

dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam, yaitu :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan

yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur

dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal

melaksanakannya.

2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni Kepala Daerah

sebagai pemerintah daerah yang diberikan kekuasaan mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah

atau swatantra.2

Wilayah Indonesia sendiri terdiri atas ribuan pulau dari Sabang sampai

Merauke, terbagi menjadi 33 provinsi. Daerah Provinsi tersebut di bagi atas

Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah

untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Seperti disebutkan di dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa Pemerintah daerah

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2 A. Muchtar Ghazali, PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi, PT Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2016, hlm. 59.
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provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.3

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah otonomi dalam

kerangka NKRI, tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada

daerah menurut azas desentralisasi.4 Sehubungan dengan itu ada beberapa hal

yang diserahkan kepada daerah dengan menggunakan sistem lain yaitu sistem

dekonsentrasi. Definisi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang

pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan

atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.5

Kebijakan desentralisasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip otonomi

yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan

mengembangkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah.

Prinsip otonomi yang luas ini, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah

untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang

menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-undang.6

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah ini, yakni membentuk, menjalankan,

serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

3 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
4 M Solly Lubis, Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah,

Bandung, Alumni, 1983, hlm. 190.
5 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

hlm. 16-17.
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bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.7 Selain itu desentralisasi

dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-

undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen

pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah

atau wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional

atau organisasi non pemerintahan atau swasta.8

Landasan konstitusi asas desentralisasi daerah dapat dilihat pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Pemerintah

Pusat.9

Dari bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD tersebut, dapat disimpulkan bahwa

dalam desentralisasi daerah diberikan hak otonomi. Otonomi daerah adalah:

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

Dasar umum dibentuknya suatu pemerintahan daerah dalam suatu negara

dengan wilayah yang luas adalah tidak memungkinkannya pengelolaan

7Ibid, hlm. 35-36.
8 Muhammad Ryaas Rasyid, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru,

Yarsif Watampone, Jakarta, 1988, hlm. 4.
9 Sekertariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Jakarta, 2006, hlm. 57.
10 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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pemerintahan yang efisien dan efektif jika hanya dilakukan oleh pemerintah

pusat. Alasan itulah yang menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk

pemerintahan daerah dengan kebijakan desentralisasi. Bentuk organisasi dapat

dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan

pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal-hal tersebut

secara langsung maupun tidak, memberikan dampak terhadap keberagaaman

organisasi perangkat daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

dan unit kerja di bawahnya maupun nomenklatur yang dikembangkan.11

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya,

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, yang dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan

tersebut dapat terwujud jika dengan perubahan sistem birokrasi yang benar

pada masyarakat.

Seiring dengan prinsip tersebut penyelenggaraan otonomi daerah harus

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pembentukan daerah

pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik demi

11 Faozan Haris, ”Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah
Kolaborasi Stratejik Global”, artikel pada Jurnal Hukum Administrasi, edisi no 1 vol 4, 2007, hlm.
6.
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mewujudkan kesejahteraan rakyat disamping sebagai sarana pendidikan

politik di tingkat daerah. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus

memperhatikan beberapa faktor yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah,

luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lain yang

memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan

dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Untuk mewujudkan

tujuan daerah itu maka diperlukan suatu Organisasi Perangkat Daerah sebagai

pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah

dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa

Timur, yang mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17’ –

111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan dengan ketinggian

antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut.12 Berbatasan

dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten

Pacitan disebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah

barat, dan Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk di sebelah utara.Dengan

jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 924.913 jiwa.13

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2008 telah melaksanakan

penataan terhadap organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

12 http://ponorogo.go.id/letak-geografis/. Diakses tanggal 20 September 2017, pukul 16.00
WIB.

13 Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (online). Diakses dari
http://dukcapil.ponorogo.go.id, tanggal 20 September 2017, pukul 19.00 WIB.
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Bentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah :

a. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten

dan 9 bagian yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian

Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian

Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan,

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Asisten Administrasi Umum

terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan

Protokol.

b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

e. Dinas Daerah terdiri dari 10 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas

Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas

Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas

Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan

Umum; Dinas Pertanian; Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-

masing terdiri dari sub bidang/seksi.

f. Lembaga Teknis Daerah
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g. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik,

dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa; Badan Keluarga Berencana. Masing-masing

Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub

bidang/seksi.

h. Kantor terdiri dari 6 Kantor yaitu, Kantor Ketahanan Pangan; Kantor

Arsip dan Dokumentasi; Kantor Perpustakaan Daerah; Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor

Lingkungan Hidup; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

i. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan)

j. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan)14

Pada akhir tahun 2014 terjadi perubahan regulasi mengenai pemerintah

daerah di Indonesia, yang semula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 masih adanya kewenangan yang tumpang tindih antara

pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan dalam penataan perangkat

daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing

daerah. Selain itu juga masih lemahnya fungsi pemerintah daerah untuk

14 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah  dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabpaten Ponorogo,
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
KerjaDinas Daerah Kabupaten Ponorogo,
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Ponorogo.
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menjalankan otonomi daerah, sehingga sudah tidak relevan lagi bila

diterapkan. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan

dapat memperjelas dan memaksimalkan peran pemerintah daerah sehingga

mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif,

efisien dan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah.

Selanjutnya pertengahan tahun 2016 menjadi babak baru bagi penataan

kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan Kabupaten Ponorogo

khususnya. Hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan

sebelumnya (PP No. 41 Tahun 2007) mengamanatkan beberapa butir

perubahan yang harus segera direspon oleh daerah, bila tidak menginginkan

kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan

arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah

secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan

kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan

daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk

menyederhanakan, atau merampingkan perangkat daerah dengan penyesuaian

kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, dimana dalam Peraturan

Pemerintah sebelumnya dianggap banyak aspek yang tidak disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.
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Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing

daerah, Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga)

tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A;

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat

Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B,

dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta

kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai

variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan

variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah,

jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20%

(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan

bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik

variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval,

dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).15

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, mengakibatkan

perubahan acuan penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan

Kabupaten Ponorogo khususnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “PENATAAN ORGANISASI

KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN

15https://pramudyarum.wordpress.com/2016/07/12/pedoman-penataan-perangkat-daerah-
dalam-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2016-tentang-perangkat-daerah/ diakses 20
September 2017, pukul 17.00 WIB.
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PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT

DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten

Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penataan

kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten

Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat

dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca

berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
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C. Tinjauan Pustaka

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan

urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat

atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam pengertian ini

terkandung pula adanya kehendak bahwa dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibentuk dan disusun daerah-daerah otonom beserta

pembentukan pemerintahan otonomnya.16

Pengertian umum mengenai desentralisasi adalah setiap bentuk atau

tindakan memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi

jabatan, atau pejabat.17

Pengertian desentralisasi tersebut diperkuat dengan pengertian

desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.18

Alasan-alasan dipilihnya desentralisasi dalam negara kesatuan dari

perspektif politik adalah :

a. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan adanya
desentralisasi terhadap pemerintahan daerah memudahkan pelayanan
kepada masyarakat. Sehingga permasalahan yang banyak di daerah

16 Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta, 2000,
hlm. 175.

17 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum PSH Fakultas
Hukum UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

18 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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dapat diselesaikan sendirioleh daerah mengingat luasnya tugas
pemerintahan.

b. Pendidikan politik, dengan adanya desentralisasi memberi kesempatan
pada putra-putri daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan menduduki jabatan politik di daerah.
Sehingga akan tercapai pendidikan politik skala lokal.

c. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan,
dengan adanya desentralisasi para politisi atau seseorang yang ingin
berkiprah dalam politik dan pemerintahan di Indonesia untuk menjadi
Menteri, DPR, atau jabatan lainnya di lingkungan pemerintahan pusat
(nasional) atau internasional. Pemerintahan daerah dapat menjadikan
sarana untuk berkarir dan mematangkan seseorang menuju karir
selanjutnya.

d. Stabilitas politik dengan adanya desentralisasi menjadikan daerah
memiliki kewenangan atas kekuasaan yang besar, sehingga membuat
daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan hal
ini membuat stabilitas politik tidak bergejolak.

e. Kesetaraan politik, desentralisasi melakukan kesetaraan politik antara
pusat dan daerah, daerah merasa dihargai dan ikut berpartisipasi dalam
pemerintahan.

f. Akuntabilitas publik, salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah
akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintahan terhadap rakyat,
dengan adanya desentralisasi, pimpinan daerah dalam hal ini kepala
daerah harus bertanggungjawab pada masyarakat di daerah yang
bersangkutan.19

Konsekuensi penerapan desentralisasi dalam suatu negara, yaitu lahirnya

otonomi daerah. Istilah otonomi atau “autonomy”, secara etismologis berasal

dari Bahasa Yunani, yakni “autos” yang berarti sendiri dan “nomous” yang

berarti hukum atau peraturan. Dalam literature Belanda, otonomi berate

pemerintahan sendiri (zelfregering) yang artinya membuat undang-undang

sendiri, melaksanakan sendiri (zelffuitvoering), mengadili sendiri

(zelfrechtpraak), dan menindak sendiri (zelfpolitie). Istilah otonomi memiliki

makna kebebasan dan kemandirian (zelfstandingheid) tetapi bukan

19 Syaukani, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, ctk keempat, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2012, hlm. 19.
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kemerdekaan (onafhankelijkheid). Dari segi hukum tata negara, khususnya

teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan.20

Kepribadian bangsa Indonesia, dari satuan terkecil yaitu keluarga sampai

satuan yang terbesar yaitu negara, menghendaki atau sesuai dengan prinsip-

prinsip negara kesatuan. Prinsip-prinsip negara kesatuan adalah sebagai

berikut :

a. Wewenang membentuk UUD hanya pada Pemerintah Pusat;
b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat melaksanakan

asas desentralisasi, perumusan serta penyebutan urusan pemerintahan
yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang dirumuskan serta
disebutkan secara tegas dan terperinci;

c. Kekuasaan atau wewenang asli pada Pemerintah Pusat;
d. Kedaulatan pemerintah pusat pada negara kesatuan yang melaksanakan

asas desentralisasi lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada
pemerintah pusat negara federasi.21

Menurut Hari Suharno, negara Republik Indonesia sebagai negara
kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah
untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang
menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai
dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai dasar unitaris
diwujudkan dalam pandangan NKRI tidak akan mempunyai kesatuan
pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang
melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi
di antara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi
territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
bentuk otonom.22

Otonomi menurut undang-undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

20Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah. PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 127-129.

21Soehino, Hukum Tata Negara … Op. Cit., hlm. 175.
22 Hari Subarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika,

Jakarta, 2007, hlm. 3.
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dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah).23

Menurut Winarno Suryo Adisubroto, otonomi daerah adalah wewenang

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada

negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan otonomi

daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi

segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa yang dipegang oleh

pemerintah pusat.24

Konsep otonomi daerah mempunyai sendi-sendi sebagai pijakannya.

Sendi-sendi yang dimaksud yaitu distribution of power (pembagian

kekuasaan), distribution of income (pembagian pendapatan), dan empowering

(kemandirian administrasi pemerintah daerah). Hipotesisnya, semakin kuat

sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga

sebaliknya.25

Menurut Siswanto Sunarno, daerah otonom memiliki unsur-unsur, yaitu

unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Sementara

23 Lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
24 Winarno Suryo Adisubroto, Otonomi Daerah di Era Reformasi, UPP AMP YKPN,

Yogyakarta, 1999, hlm. 1.
25 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 83.
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dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas

yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.26

Definisi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu.27 Menurut Soehino, dekonsentrasi adalah

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di

daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di

daerah-daerah.28 Selain dekonsentrasi unsur lainnya adalah tugas pembantuan.

Definisi tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah

daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya

dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Di dalam literatur pemerintahan dikenal 3 (tiga) sistem otonomi, yaitu:

a. Otonomi Formil, yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur
adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh
pemerintah pusat (seperti pertahanan dan keamanan, politik luar
negeri, peradilan dan moneter fiskal). Sedangkan kewenangan daerah
otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat
tersebut. Sehingga sistem ini memberikan kewenangan yang luas
kepada daerah.

b. Otonomi Materiil, merupakan kewenangan-kewenangan daerah
otonom yang dilimpahkan secara eksplisit disebutkan satu persatu
(biasanya diatur dalam undang-undang pembentukan daerah otonom).
Sehingga urusan daerah otonom terbatas, karena sudah dirinci oleh
pusat.

c. Otonomi Riil, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom
yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan nyata

26 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan … Op.Cit., hlm. 6-7.
27 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
28 Soehino, Ilmu Negara, ctk ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 235.
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dari daerah otonom yang bersangkutan. Sehingga kewenangan daerah
otonom lainnya tidak sama.29

Sistem otonomi ini oleh Bagir Manan disebut sebagai sistem rumah tangga

daerah. Sistem rumah tangga daerah merupakan suatu tatanan yang

bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Hal ini

terdapat beberapa macam rumah tangga daerah yang terdiri dari :

a. Sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan
tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci.

b. Sistem rumah tangga materiil, pembagian wewenang, tugas dan
tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
tertentu diatur secara rinci.

c. Sistem rumah tangga nyata (riil) isi rumah tangga daerah didasarkan
kepada keadaan dan fakta-fakta yang nyata suatu daerah.30

2. Pemerintahan Daerah

Pada umumnya awal dijalankannya pemerintahan daerah yang dilakukan

oleh pemerintah Indonesia yaitu setelah memproklamirkan kemerdekaan,

pemerintah Indonesia masih melanjutkan susunan pemerintahan pada zaman

penjajahan Belanda, namun mekanisme penyusunan pemerintahan tersebut

dilakukan secara demokratis. Pengaturan dan pengurusan rumah tangganya

tidak memiliki batas yang tegas antara wewenang daerah berdasarkan

otonominya dan wewenang daerah yang dijalankan oleh kepala daerah dalam

rangka dekonsentrasi, presiden, walikota, bupati adalah pejabat pemerintah

yang diangkat oleh pemerintah pusat. Hubungan kekuasaan antara instansi-

29 Winarno Suryo Adisubroto, Loc.,Cit.
30 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 26.
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instansi pemerintah pusat dan daerah otonom pada waktu itu juga belum

ditetapkan secara tegas. Akibatnya peraturan yang telah dibuat oleh berbagai

instansi pemerintah pusat harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Suatu daerah dalam membuat peraturan daerahnya tersebut merupakan

penyelenggaraan dari tugas pembantu yang telah diberikan wewenang oleh

pusat kepada daerah dan seringkali pemerintah pusat tidak melibatkan daerah

dalam membuat peraturan-peraturan sehingga pelaksaaan peraturan-peraturan

tersebut itu terasa menyulitkan bagi pemerintahan daerah. Berdasarkan hal

tersebut banyak pemerintah daerah yang mengeluh karena merasa tersulitkan

dalam membuat peraturan didaerahnya. Akibat dari banyaknya keluhan yang

dilontarkan dari daerah maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk

memberikan otonomi kepada daerah-daerah, meskipun dalam keadaan sulit

memberikan otonomi tersebut kepada daerah tetapi pemerintah pusat tetap

memberikannya karena alasan untuk menjaga eksistensi dan keutuhan Bangsa

dan Negara Republik Indonesia.31

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan

sesuatu. Dapat dikatakan pemerintah merupakan kekuasaan memerintah

sesuatu negara (daerah negara) atau badan/lembaga yang tertinggi memerintah

dalam suatu negara. Hal ini berbeda dengan istilah pemerintahan yang

diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya). Arti

memerintah secara etimologis merupakan tindakan yang dilakukan secara

terus menerus (kontinue) atau suatu kebijakan yang menggunakan rencana

31Mexsasai Indra, “Dinamika hukum Tata Negara Indonesia”, ctk Pertama, Reflika Aditama,
Bandung, 2011, hlm. 213-214.
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maupun akal (ratio) dengan tata cara tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu

yang dikehendaki. Dengan keadaan tersebut dapat

dikatakan bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan

pemerintah daerah. Paling substansial adalah dalam hal penggunaan

kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah

termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif

dan lembaga legistlatif daerah sebagai unsur enting dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola

hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan,

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Montesquie

pemerintahan dalam arti luas pemerintah terbagi menjadi 3 bidang meliputi

bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti

sempit menunjuk pada aparatur atau alat kelengkapan negara yang

melaksankan tugas dan kewenangan pemerintah dalam arti sempit, yaitu

dalam hal eksekutif saja. Menurut van Vollenhoven pemerintahan dalam arti

sempit hanya meliputi bidang bestuur saja, yaitu segala tugas dan kewenangan

negara dikurangi bidang perundang-undangan (wetgeving), peradilan

(rechtspraak) dan bidang kepolisian (politie).32

Salah satu aspek struktural dari suatu negara adalah pemerintahan

(pemerintahan daerah) sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah

organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi,

pelaksanaan pemerintahan (pemerintahan daerah) diharapkan dapat

32Sudono Syueb, “Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah” Ctk. Pertama, Laksbang
Mediatamma, Yogyakarta, 2008, hlm. 20.
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memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.33 Berdasarkan Pasal 1

ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diartikan

sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.34

Hal yang terpenting dalam pemerintahan daerah yaitu efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perlu ditingkatkan

dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan

dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang

dan tantangan persaingan global serta yang berkaitan dengan kewenangan

yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut dalam mengurus dan mengatur

urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintahan tersebut akan

berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.35

Pemerintahan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai

dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang No 23

Tahun 2014 yaitu : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

33Lukman Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah Problematika Pemekaran Daerah Pasca
Reformasi Di Indonesia, ctk pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

34Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
35Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan

Aktualisasinya, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 89,94.
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menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.” Kemudian pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No

23 Tahun 2014 menyatakan : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

3. Penataan Organisasi Daerah

Penerapan penataan organisasi daerah dimulai pertama kali dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, dikarenakan Peraturan Pemerintah tersebut belum cukup

memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian

organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan

pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah

yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah tersebut ternyata masih belum efisien

dan menyebabkan birokrasi pemda terlalu gemuk sehingga kurang lincah

bergerak dan menyerap anggaran yang lebih besar untuk dirinya dibanding

belanja untuk sektor publik. Maka dari itu di bentuklah Peraturan Pemerintah

yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pemerintah Daerah. yang diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah

daerah yang ramping, efisien, dan lebih ideal sehingga bisa mewujudkan
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kondisi yang lebih baik dan proporsional dalam penataan organisasi perangkat

daerah.

Pemerintah Daerah secara lengkap menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 18

Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan

Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dan

perangkat daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

serta perangkat daerah kabupaten atau kota merupakan unsur pembantu kepala

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

kecamatan dan kelurahan.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini pada prinsipnya

dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah

dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan ideal sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya integrasi,

koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan

antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan

untuk menyederhanakan, atau merampingkan perangkat daerah dengan

penyesuaian kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, dimana

dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya dianggap banyak aspek yang tidak

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.
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D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Objek Penelitian

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten

Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Subjek Penelitian

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo atau

yang mewakilinya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun

2016 Tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Ponorogo No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu teori dan literatur yang berkaitan

dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa berupa kamus dan ensiklopedi

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum

untuk pelengkap data primer dan data sekunder.
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4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan

pertanyaan langsung kepada narasumber atau seorang ahli yang

berwenang dalam suatu masalah.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami data-data

sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang

berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang ketentuan

hukum, setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan

diwujudkan dalam bentuk dekripsi sehingga nantinya dapat dipahami.

Peneliti juga menggunakan pendekatan empiris yaitu melihat fakta

pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten

Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau

diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH,

OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Pemerintah

Daerah, Otonomi Daerah, dan Penataan Organisasi Perangkat

Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah.

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat penyajian data sesuai rumusan masalah: Pertama,

Penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan yang kedua,

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penataan

kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016.
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BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, OTONOMI

DAERAH & PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah Pemerintah beraasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh

melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula pemerintah adalah kekuasaan

memerintah suatu negara (daerah negara) atau suatu badan/lembaga yang

tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini dibedakan dengan istilah

pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan

sebagainya).36 Memerintah secara etimologis dapat pula diartikan merupakan

tindakan yang terus menerus (continue) atau suatu kebijakan yang

menggunakan rencana maupun akal (ratio) dengan tata cara tertentu, untuk

mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.37

Menurut Mariun istilah “Pemerintah” merupakan kata yang menunjuk

pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalani fungsi atau bidang

tugas pekerjaan, sedangkan “Pemerintahan” menunjuk pada bidang tugas dan

36 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan … Op.Cit., hlm. 89.
37 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, Hal.28.

Sebagaimana yang  dikutip kembali oleh Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk
Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 90.
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fungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah pemerintahan menunjuk pada

obyek sedangkan pemerintah menunjuk pada subyek.38

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kemudian pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014

menyatakan : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.39

Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah pemerintah dan DPRD, setiap

daerah dipimpin oleh kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut gubernur,

untuk daerah kota disebut walikota, untuk daerah kabupaten disebut bupati.

Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, yang masing-masing

untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut

wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil walikota.40

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menganut prinsip

pembagian kekuasaan secara vertikal, dikenal dengan istilah desentralisasi,

yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah dalam

38 Sudono Syueb, Dinamika Hukum … Op.Cit., hlm. 19.
39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
40 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan… Op.Cit., hlm. 55.
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bentuk penyerahan kewenangan. Pembagian kekuasaan ini melahirkan adanya

model pemerintahan yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana

kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi memiliki dua bentuk, yaitu desentralisasi politik dan

desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi

wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.

Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan

melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada

pemerintahan lokal dan regional. Kewenangannya mulai dari penetapan

peraturan sampai keputusan substansial.41 Bagir Manan juga menegaskan,

bahwa desentralisasi politik daerah memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya.42

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali diantaranya adalah kewenangan dalam bidang politik

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Khusus di bidang keagamaan, sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh

pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya keikutsertaan daerah dalam

menumbuhkembangkan kehidupan beragama.43

41 La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa
Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas
Hasanudin Makasar, 2015, hlm. 136.

42 Bagir Manan, Menyongsong…,, Op.Cit., hlm .23.
43 Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2009, hlm. 11.
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2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan

bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas :

a. kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas

yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,

akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,

dan rahasia negara.
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e. proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggara negara.

f. profesionalitas

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi

pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan

negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektifitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang

berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
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j. keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan

dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara.

Otonomi daerah sejatinya merupakan amanat UUD NKRI 1945 yang

secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintahan

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “pemerintahan daerah menjalankan

otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-

Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6)

menyatakan “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas

pembantuan.”44 Pemberiaan otonomi kepada daerah sejatinya merupakan

konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya

berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan

pemerintah dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintahan daerah

yang pada dasarnya menjadikan wewenang dan tanggung jawab daerah

sepenuhnya.45

44 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45 Lukman Santoso, Hukum Pemerintah … Op.Cit., hlm. 82.
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3. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dikenal ada 4 asas yaitu

asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Sentralisasi

Suatu sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkan di

Pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat adalah Presiden dan Dewan

Kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan adalah kewenangan politik dan

kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik adalah kewenangan yang

membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan

administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Contoh sistem

sentralisasi adalah : TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melakukan

perlindungan kepada Indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut dan udara. BI

“Bank Indonesia”, sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter

dan fiskal.46

Urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, berdasarkan Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu

:47

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan

d. yustisi;

46http://www.artikelsiana.com/2015/07/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-
dekonsentrasi.html diakses tanggal 25 Desember 2018, pukul 18.00 WIB.

47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



33

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

b. Asas Desentralisasi

Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mengatur prinsip

pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi, yakni

membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya dalam bentuk

penyerahan kewenangan.48 Pengertian Desentralisasi berdasarkan Pasal 1 ayat

(8) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah,

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom berdasarkan asas otonomi.49

Pemahaman asas desentralisasi juga disampaikan oleh beberapa ahli

hukum diantaranya adalah :

a) Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari

pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan

mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.50

b) Menurut Smith, berpandangan bahwa desentralisasi adalah

pendelegasian kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih

rendah.51

c) Menurut Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi adalah

pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan

48 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah…, Op.Cit., hlm. 55.
49 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
50 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15.

Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan… Op.Cit., hlm. 65.
51 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan…, Op.Cit., hlm. 104-105.



34

dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah

tangganya sendiri.52

d) Bagir Manan mengatakan bahwa yang disebut sebagai desentralisasi

adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-

satuan Pemerintah Pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah

yang dibentuk baik berdasarkan teritorial ataupun fungsi pemerintahan

tertentu.53

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, sudah ada sejak

diperlakukannya “desentralitatiewet” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu

sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangganya sendiri

di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”.

Desentralitatiewet tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan

berlakunya bestuurshervormingswet tahun 1922.54

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang

berarti lepas, dan “centrum” yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi secara

etimologi adalah melepaskan dari pusat, perangkat pelaksanaannya adalah

perangkat pelaksanaannya sendiri.55 Desentralisasi memang merupakan

staatskundige decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan), bukan

ambtelijke decentralisatie (desentralisasi administratif), seperti halnya

dekonsentrasi.

52 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.
Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan… Op.Cit., hlm. 65.

53 Bagir Manan, Hubungan… Op.Cit., hlm. 24.
54 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang Hubungan Keuangan

antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 251.
55 Bagir Manan, Menyongsong… Op.Cit., hlm. 117.
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Pengertian umum desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan

memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi jabatan atau

pejabat.56 Philipus M Hadjon mengatakan, bahwa desentralisasi berarti

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-

mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan-

satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial

maupun fungsional. Satuan-satuan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan

mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Sementara,

Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan desentralisasi antara lain meringankan

beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas

dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.57

Ni’matul Huda mengemukakan bahwa, desentralisasi dapat tercapai

apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan

tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh

kesatuan-kesatuan pemerintah lebih rendah yang mandiri dan bersifat

otonomi. Desentralisasi tidak semata-mata pemencaran kewenangan, tetapi

juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan

pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah

yang lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung maksud pengakuan

penentu kebijakan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah

dengan melibatkan wakil rakyat di daerah dalam penyelenggaraan

56 Ibid., hlm. 10.
57 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD

1945, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 250.
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pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang

seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.58

c. Asas Dekonsentrasi

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung

jawab Urusan Pemerintahan umum.59

Menurut Irawan Soejito, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan

penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.60 Selanjutnya menurut

Kartasapoetra dekonsetrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan

atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada

pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah.61 Sedangkan Amrah Muslimin

mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan

pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.62

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan

atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat

lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak berprakarsa menciptakan

58 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 86.

59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
60 Irawan Soejito, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rineka Cipta,

Jakarta, 1990, hlm. 34.
61 Agussalim Andi Gadjong, “Pemerintahan… Op.Cit., hlm. 90.
62 Amrah Muslimin, Apek-Aspek … Op.Cit., hlm. 4.



37

peraturan atau membuat keputusan-keputusan dalam bentuk lain yang

dilaksanakan sendiri.63

Menurut Ni’matul Huda, asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi,

yaitu :64

a. Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang
dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah,
termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada
tingkat dibawahnya.

b. Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal
administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan pusat yang ada di daerah.

c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara
menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan
membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekonsentrasi adalah

pendelegasian kewenangan pejabat-pejabat pusat bawahan yang berada di

daerah dan masing-masing mempunyai wilayah jabatan menurut hierarki,

yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan

mengenai wilayah-wilayahnya.

d. Tugas Pembantuan

Asas ini disebut juga dengan asas “medebewind”, yang mengandung arti

bahwa kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari

pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya.65

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Tugas Pembantuan adalah penugasan dari

63 Agussalim Andi Gadjong, “Pemerintahan… Op.Cit., hlm. 89.
64 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005,

hlm. 311-312.
65 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan…Op.Cit., hlm. 108.
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Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari

Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi.66

Menurut Bagir Manan, otonomi dan tugas pembantuan adalah bentuk-

bentuk dari desentralisasi. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi

dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dengan tugas pembantuan.

Baik tugas pembantuan maupun otonomi sama-sama mengandung kebebasan

dan kemandirian. Perbedaannya hanya pada tingkat kebebasan dan

kemandirian. Tugas pembantuan kebebasan dan kemandirian hanya terbatas

pada cara menjalankannya.67

Pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan

perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, daerah terikat melaksanakan

peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta

dalam rangka tugas pembantuan.68

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Pemerintah daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas

66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
67 Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, Ctk Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009,

hlm. 25.
68 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah…Op.Cit., hlm. 91.
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otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan

pemerintah, dan ayat (6) menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan.69

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.70

Ni’matul Huda menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang

bersangkutan dengan cara-cara membagi kekuasaan, tugas, dan tanggung

jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah,

salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki

sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan ataupun pengakuan

ataupun juga yang dibiarkan menjadi urusan rumah tangga daerah.71

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian

(vrijheid en zelfstandigheid) suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur

dan mengurus sebagian urusan pemerintahan, dan yang dapat diurus sendiri

tersebut selanjutnya menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintah yang

69 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
71 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan…,Op.Cit., hlm. 84.
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lebih rendah tersebut.72 Selanjutnya menurut Syarif Saleh, otonomi daerah itu

sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif dan

kemauan dari daerah itu sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari

pemerintah pusat.73 Sedangkan menurut Hans Kelsen, otonomi daerah

diartikan sebagai perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-

ide demokrasi.74

Dasar pemikiran dari otonomi daerah adalah bahwa negara Indonesia

merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dalam

penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan demikian

otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat sesuai dengan asas

desentralisasi dalam kerangka NKRI.75

Pada saat ini otonomi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. W.J.S.

Poerwadarminta memaknai otonomi sebagai pemerintahan sendiri, dengan

demikian berotonomi diartikan sebagai memerintah sendiri atau mengatur

kepentingan daerah (negeri) sendiri.76

Istilah otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian

(zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekan (onafhankelijkheid). Kebebasan

72 Vieta Imelda Cornelis, Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan
Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan
Bangsa, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm. 80.

73 Ibid
74 Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Ctk Pertama, FH UII

PRESS, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.
75 Syaukani HR, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah Gerakan Pengembangan

Pemberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Timur, 2001, hlm. 193.
76 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984,

hlm. 689.
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yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang

harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut

mengandung dua unsur yaitu :77

a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan dan kewenangan untuk melaksanakannya;

b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan
menetapkan sendiri cara penyelesaian tugas itu.

Sehingga dari beberapa pemahaman diatas otonomi dapat diartikan

sebagai pemerintahan sendiri dan sebagai kebebasan atas kemandirian,

sedangkan otonomi daerah memiliki pengertian sebagai kebebasan daerah

untuk memelihara dan menunjukkan kepentingan khusus daerah dengan

keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan memerintah sendiri.

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi adalah kebebasan dan

kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata

negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara

kesatuan (unitary stateenheidstaat). Negara kesatuan merupakan landasan dari

pengertian dan isi otonomi.78

Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai

pilar penyangga otonomi itu sendiri, yaitu adanya pembagian wewenang,

pembagian pendapatan dan pemberdayaan pemerintah daerah. Semakin kuat

sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga

77 Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan
Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

78 Ibid., hlm. 129.
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sebaliknya. Untuk mewujudkan teori tersebut pada umumnya otonomi tidak

dapat dihindarkan dari tiga aspek yang mendasari pelaksanaannya, yaitu :79

a. Adanya sharing of power yang terungkap melalui jumlah urusan dan
kedalaman wewenang pada setiap urusan, luasnya wewenang legislasi,
eksekusi, dan pengawasan bagi setiap urusan daerah serta adanya
wewenang polisional.

b. Distribution of economic resources yang didasarkan pada
perbandingan kontribusi masing-masing daerah bagi perekonomian
nasional dan terciptanya pemerataan antar daerah.

c. Adanya wewenang adminstratif yang antara lain terungkap lewat
kekuasaan daerah dalam menentukan formasi dan kebutuhan
kepegawaian.

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus ada pembagian

wewenang, urusan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Dalam rangka pembagian tersebut dikenal adanya sistem

rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang

bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung

jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah.

Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah daerah-daerah akan

memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan,

pengakuan, ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.80

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud, terdapat beberapa

sistem/ asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem

rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil.81 Namun

selain sistem rumah tangga tersebut, menurut Josef Riwu Kaho, masih ada

79 Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah Kajian Beberapa Perda
Tentang Penanaman Modal, UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 46.

80 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan…Op.Cit., hlm. 72.
81 Bagir Manan, Hubungan…, Op.Cit., hlm. 26-32.
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sistem rumah tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis,

dan bertanggung jawab.82 Demikian pula menurut S.H. Sarundaja, setidaknya

terdapat lima macam otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di

dunia, yaitu :83 (1) Otonomi organik (rumah tangga organik); (2) otonomi

formal (rumah tangga formal); (3) otonomi material (rumah tangga

material/substantif); (4) otonomi riil (rumah tangga riil); (5) otonomi yang

nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

tak lepas dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mengenai asas-

asas umum penyelenggaraan negara yaitu : asas kepastian hukum, asas

ketertiban, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas

profesional dan asas akuntabilitas. Pendelegasian tugas melalui Dinas-dinas

dan Badan-badan yang ada di daerah sangat membantu untuk kelangsungan

pemerintahan. Pekerjaan atau tugas apapun yang sifatnya umum bila

dilakukan bersama-sama akan lebih cepat, terkontrol, terorganisir dan hasilnya

lebih baik. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah sendiri

mempunyai hak sebagai berikut :84

a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya;
b. Memilih pimpinan daerah;
c. Mengelola aparatur daerah;
d. Mengelola kekayaan daerah;
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya lainnya yang berada di daerah;

82 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan…, Op.Cit., hlm. 85.
83 S.H. Sarundajang, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

2003, hlm. 76.
84 Siswanto Sunaryo, Hukum Pemerintah… Op.Cit., hlm. 57.
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g. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peratuan perundang-

undangan.

2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah mempunyai prinsip agar dalam penyelenggaraan otonomi

dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dasar hukum prinsip

otonomi daerah termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut M. Solly Lubis, berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah,

mengemukakan antara lain :85

a. Prinsip otonomi daerah lebih diarahkan pada terwujudnya
pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat yang lebih baik, menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat
dan kemandirian perkembangan pembangunan daerah serta
terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.

b. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang ini (UU Pemerintahan
Daerah) adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa
dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif, dan
meningkatkan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah.

Konsep pemikiraan tentang otonomi daerah, mengandung pemaksaan

terhadap eksistensi tersebut mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah

yaitu :86

a. Bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya, arti seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah
diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan
pelayanan, meningkatkan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu
prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada,

85 M Solly Lubis, Otonomi Daerah, dikutip dari Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan
Perundang-undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia. Ctk.
Pertama, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 9.

86 Siswanto Suwarno, Hukum Pemerintahan…Op.Cit., hlm. 8.



45

serta berpotensi untuk tumbuh hidup, serta berkembang sesuai potensi
dan ciri khas daerah masing-masing. Adapun otonomi yang
bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari
tujuan nasional.

C. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan

prinsip desentralisasi. Prinsip ini mensyaratkan pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom. Pembagian urusan

pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat

berbagai urusan pemerintahan sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan

pemerintah. Prinsip-prinsip pengaturan organisasi perangkat daerah tidak bisa

terlepas dari prinsip pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota yang

luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang pada dasarnya telah meletakkan

wewenang kepada daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi

menjadi tiga kategori yaitu menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan

pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan

pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan
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Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke

Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara urusan

pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan pemerintah pusat,

berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah yaitu :87

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atau

yang disebut urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan.88 Urusan pemerintahan wajib mengandung arti

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar.89 Adapun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk

pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
88 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
89 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.90

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota meliputi :

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;

90 Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
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q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

3. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Selanjutnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan PP Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat daerah. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 ini

ditentukan jenis perangkat daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan

otonomi daerah. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) perangkat daerah

kabupaten/kota terdiri atas :

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas;

e. badan; dan\

f. kecamatan.91

Dalam Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3

(tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A;

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat

91 Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016.
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Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B,

dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta

kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai

variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan

variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah,

jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20%

(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan

bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik

variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval,

dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).92

Dimana Tipe A dengan beban kerja intensitas besar ditentukan dengan

skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel

teknis) lebih dari 800, Tipe B dengan beban kerja intensitas sedang ditentukan

dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan

variabel teknis) antara 601 s/d 800, sedangkan Tipe C dengan beban kerja

intensitas kecil ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri

dari variabel umum dan variabel teknis) antara 401 s/d 600. Selanjutnya

apabila skala hasil nilai lebih dari 300 s/d 400 merupakan beban kerja

intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang.

Sedangkan skala hasil nilai kurang dari atau sama dengan 300 merupakan

92 Ibid., hlm,9.
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beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah

setingkat seksi/sub bidang.

Perubahan peraturan tentang pemeritahan daerah ini mengandung

konsekuensi perubahan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintah

daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan tentang organisasi

perangkat daerah, adanya proses penyerahan dan penggabungan instansi

vertikal departemen/non departemen kepada daerah serta permasalahan-

permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi pemerintah di daerah harus segera ditindak lanjuti dengan

melaksanakan penataan organisasi secara menyeluruh. Dalam menata

kelembagaan daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini :93

a. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
b. Jumlah kepadatan penduduk
c. Kebutuhan riil daerah
d. Kemampuan keuangan
e. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
f. Jenis dan banyaknya tugas
g. Sarana dan prasarana penunjang tugas
h. Potensi daerah yang berkaitan dengan unsur yang akan ditangani.

Selain faktor-faktor di atas, yang paling penting bagi pemerintah daerah

dalam menata organisasi perangkat daerah adalah memperhatikan efisiensi,

efektifitas, dan proporsionalitas sesuai dengan kemampuan dan karakteristik

daerah masing-masing.

93 Sunarno, Penataan Kelembagaan Daerah Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan,
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Erlangga, Jakarta, hlm. 6-7.
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D. Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Islam

Dalam islam, hal-hal yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan adalah

ilmu fiqh siyasah. Pengertian Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyah adalah ilmu

yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan

negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan

ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat, atau populernya ajaran

islam mengenai ketatanegaraan.94

Wahbah Zuchaily dalam bukunya al-Quran al-Karim Buniyatuhual-

Tasyri’iyah wa Chasha’i-shuhu al-Khadariyah membagi bidang mu’amalah ke

dalam tujuh bagian, yaitu :95

1. Hukum Keluarga (al-akhwal al-Syakhshiyah)
2. Hukum Perdata (Ahkam al-Mu’amalat al-Madaniyah)
3. Hukum Pidana (Ahkam al-Murafa’at)
4. Hukum Acara (Ahkam al-Murafa’at)
5. Hukum Tata Negara (al-Ahkam al-Dusturiyah)
6. Hukum Internasional (al-Ahkam al Duwaliyah)
7. Hukum Perekonomian dan Keuangan (al-Ahkam al Iqtishadiyah wa al-

Maliyah)

Sa’di Abu Jeib dalam bukunya Dirasah fi Minhaj al-Islam al-Siyasi

menjelaskan bahwa sumber dalam memperlajari fiqh siyasah adalah : Al

Quran, Sunnah Nabi, tradisi (perilaku) para sahabat semasa Khulafa al-

Rasyidin dan peninggalan (putusan) fiqh pada masa itu.96 Ayat-ayat Al Quran

yang dijadikan dasar dalam siyasah ketatanegaraan islam, misalnya :

94 Muntoha, Fiqh Siyasah (Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata
Negara), Adicitra Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm. 20.

95 Ibid., hlm. 23-24.
96 Ibid., hlm. 25.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS An-Nisa ayat
58)

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah RasulNya
dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. (QS An Nisa ayat 59)

Sedangkan sunnah Nabi SAW yang dapat dijadikan dasar siyasah

ketatanegaraan islam, adalah Nabi SAW pernah bersabda “Bekerjalah

(berjuanglah) untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-

lamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati

besok.”

Pada saat zaman Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin jelas tampak

bahwa Islam dipraktikan di dalam ketatanegaraan sebagai Negara Kesatuan,

dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan

panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh al-khalifah, hal ini

berlangsung sampai jatuhnya daulah umawiyyah di Damaskus. Kemudian

timbul tiga kerajaan besar Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu

daulah ‘abbasiyah di Baghdad, daulah uluwiyyah di Mesir, dan daulah

umawiyyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah akan

tetapi kaum muslimin sebagai umat di mana saja dia berada, bahasa apa saja

yang dipakai dan dalam kebangsaan apa pun dia termasuk, dia tetap

mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh
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karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi tiga

pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya

menganggap ketiga-tiganya ada dalam waliyah darul Islam.97

Ibnu Khaldun mencoba memberi penjelasan dengan menunjukkan tiga

pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Monarki absolut, yaitu pemerintahan yang membawa rakyat umum
mentaati kemauan pereorangan atau sekelompok orang dinamakan
“mulkum tabi’i” (pemerintahan raja yang sewenang-wenang).

2. Pemerintah konstitusi, yaitu pemerintahan yang mengajak rakyat
umum, mentaati kehendak pikiran yang sehat pada kepentingan
kenegaraan (duniawi) dan menolak segala kemelaratan. Sekarang
dinamakan monarki yang konstitusional dan pemerintah republik,
sedangkan Ibnu Khaldun menamakannya “mulkun siasiy”.

3. Pemerintah khilfah, yaitu mengajak rakyat umum mentaati kehendak
agama untuk kepetingan-kepentingan mereka dalam masalah-masalah
keagamaan (akhirat) dan kenegaraan (duniawi) yang kebaikannya
untuk mereka sendiri.98

Adapun pendapat Ibnu Abi Arabi’ dikutip dalam Munawir Sjadzali,

membagikan beberapa sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Monarki, yaitu kerajaan di bawah pimpinan seorang serta penguasa
tunggal.

2. Aristokrasi, yaitu kerajaan pemerintahan yang berada di tangan
sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau
kedudukan.

3. Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh selompok kecil orang
kaya.

4. Demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga
negara.99

97 H.A Djazuli, Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, ctk ke IV, Prenada Media Grup, 2009, hlm. 110-111.

98 Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.
99 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Edisi V, UI

Press, Jakarta, 1993, hlm. 46.
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Namun, dari sekian banyak pemerintahan, Ibnu Abi Arabi’ memilih

monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja. Dia menolak bentuk-

bentuk lain pemerintahan. Alasan utama Ibnu Abi Arabi’ memilih monarki

sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya bahwa dengan

banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membangun

persatuan.100

a. Konsep Pemerintahan dalam Piagam Madinah

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam

selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, terhitung sejak pengangkatan

Muhammad SAW sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan

politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas

yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota

yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau di Makkah mereka sebelumnya

merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai

kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri

sendiri.101

Komunitas Islam itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari

Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta

yang telah mengundang Nabi ke Madinah (Anshar). Di antara penduduk

Madinah terdapat juga komunitas lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang

100 Ibid
101 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1, Ctk ke V, UI Press,

Jakarta, 1985, hlm. 92.
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Arab yang belum memeluk Islam. Umat Islam di Madinah merupakan bagian

dari masyarakat yang majemuk.102

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat

suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang

dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan

aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan

hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu

dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan menjadi negara yang

berdaulat. Dengan demikian di Madinah Nabi Muhammad SAW bukan lagi

hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala

negara.103

Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata

kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak,

dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip

kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan

kesatuan hidup, dan sebagainya. Insiatif dan usaha Nabi Muhammad SAW

dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain,

menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang

akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW

102 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara…, Op.Cit., hlm. 10.
103 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian

Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Edisi 1 Ctk ke.II,
Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.
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sendiri merupakan praktek siyasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai

tujuan.104

Menurut hasil penelitian J. Suyuthi Pulungan, terdapat empat belas prinsip

yang terdapat dalam piagam Madinah khususnya berhubungan erat dengan

pemerintahan: prinsip umat; prinsip persatuan dan persaudaraan; prinsip

persamaan; prinsip kebebasan; prinsip hubungan antar pemeluk agama;

prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya; prinsip hidup

bertetangga; prinsip perdamaian dan pertahanan; prinsip tanggung jawab

pribadi dan kelompok; prinsip musyawarah; prinsip keadilan; prinsip

pelaksanaan hukum dan sanksi hukum; prinsip kepemimpinan; dan prinsip

ketaqwaan dan ketaatan, al-amru bil ma’ruf wannahyu ani-munkar.105

Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai

kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada

diri beliau. Dalam piagam madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi,

yang berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi

walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau

pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-

tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan

mampu.

Timbulnya beberapa masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah

kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di

Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai

104 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 5.

105 Ibid., hlm. 121.
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katib (sekretaris), sebagai amil (pengelola zakat), dan sebagai qadhi (hakim).

Untuk pemerintahan di daerah Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi

dan seorang amil untuk setiap daerah atau provinsi. Pada masa Rasulullah,

negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi yaitu Madinah, Tayma, al-

Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman, dan

Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.106

Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai pemimpin

masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding

terlihat menggunakam cara musyawarah dengan para sahabat dalam

mengambil keputusan. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang melaksanakan

musyawarah sebelum mengambil keputusan, dan perintah melaksanakan

musyawarah, yaitu QS As-Syura ayat 38 yang artinya “Dan orang-orang yang

mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat sedangkan urusan

mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka” dan QS Ali

Imran ayat 159 yang artinya “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam

semua urusan, dan apabila sudah mengambil keputusan mengenai suatu

perkara maka bertawakallah kepada Allah”. Dengan petunjuk dua ayat

tersebut Nabi membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Dalam

bermusyawarah terkadang beliau hanya bermusyawarah sebagian sahabat

yang ahli dengan para cendekia, dan terkadang pula hanya meminta pendapat

dari salah seorang mereka. Jika masalahnya penting dan berdampak luas bagi

106 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ctk ke V, Rajawali
Pers, Jakarta, 2002, hlm. 97-98.
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kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikannya dalam pertemuan

yang lebih besar yang mewakili semua golongan.107

Dilihat dari zaman Rasulullah SAW, beliau dalam memimpin negara dan

menjalankan pemerintahannya sudah menggunakan cara pendelegasian atau

pembagian, pemisahan kekuasaan kepada para sahabat yang dianggap cakap

dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas dan wewenang yang di

delegasikan tersebut. Meskipun pada zaman tersebut orang orangnya masih

belum mengenal adanya sistem pemisahan kekuasaan. Nabi SAW juga

menggunakan cara musyawarah dengan para sahabat dalam mengambil suatu

keputusan, atau dalam memecahkan suatu masalah. Hal tersebut membuktikan

bahwa sejak zaman Nabi SAW sudah menggunakan prinsip musyawarah dan

pemisahan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya.

107 Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu’thi Muhammad, Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam,
Dar al-Jami’at al-Mishriyat, Iskandariyat, 1978. Hal,72-73. Sebagaimana dikutip oleh J Suyuthi
Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran... Op.Cit., hlm. 89-90.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Setiap daerah mempunyai sejarah berdirinya sebuah wilayah dan asal usul

nama daerah tersebut, tanpa terkecuali Kabupaten Ponorogo. Sejarah tersebut

penting untuk dipelajari, agar kita mengetahui bagaimana asal-usul berdirinya

Kabupaten Ponorogo, selain itu bisa jadi pengetahuan dan pelajaran berharga

bagi generasi yang akan datang. Berbicara mengenai sejarah Kabupaten

Ponorogo, maka rujukan yang paling tepat adalah membaca karya

Purwowijoyo yaitu “Babad Ponorogo”. Babad Ponorogo menceritakan asal

muasal Kota Ponorogo, sebuah kota di Jawa Timur.

Awal mula berdirinya Kabupaten Ponorogo adalah berasal dari kisah

tentang Raden Katong. Raden Katong atau Raden Jaka Piturun adalah putra ke

22 dari Raden Angkawijaya atau Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit.

Raden Katong dan Selo Aji di utus oleh Raden Patah Sultan Demak untuk

menjajah desa dari Gunung Lawu sampai Gunung Wilis. Sesampainya di

wilayah Wengker bertemu dengan Ki Ageng Mirah, ia lalu memilih tempat

yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan,

Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang). Dengan situasi dan

kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti,
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Raden Katong, Selo Aji dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus

berupaya mendirikan pemukiman.108

Sekitar tahun 1482 Masehi, konsolidasi wilayah mulai dilakukan. Tahun

1482-1486 Masehi untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan

menyusun kekuatan. Sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi,

pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya

ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka

mendirikan kadipaten didukung semua pihak. Bathoro Katong (Raden Katong)

dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV. Raden Katong

akhirnya dipercaya untuk menjadi adipati yang pertama. Adipati istilah

sekarang adalah Bupati atau Walikota.109

Menurut Purwowijoyo, bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari

kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah

dan Joyodipo pada hari Kamis malam Jum’at saat bulan purnama. Bertempat

di tanah lapang dekat sebuah gumuk (wilayah katongan sekarang), disitulah

digelar musyawarah untuk menemukan nama Ponorogo. Di dalam

musyawarah tersebut di sepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan

Pramana Raga, yang akhirnya lama kelamaan menjadi Ponorogo. Pramana

yang artinya daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi. Sedangkan Raga

yang artinya badan atau jasmani. Jadi pramana dan raga itu tidak bisa dipisah

kecuali kalau sudah meninggal dunia. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan

bahwa dibalik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup (wadi) berupa

108 Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid I, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1983, hal,22.
109 Ibid., hal,30.
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olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat

amarah, aluwamah, shufiah dan muthmainah. Manusia yang memiliki

kemampuan olah batin yang mantao da mapan akan menempatkan diri

dimanapun ia berada dan kapanpun waktunya.110

Kabupaten Ponorogo yang dulunya bernama Kadipaten Ponorogo, berdiri

pada hari Jum’at Wage tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang

kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini

merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda

purbakala yang ditemukan di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu juga

mengacu pada buku Hand Book of Oriental History, sehingga dapat

ditemukan hari penobatan Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten

Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang

selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.111

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa

Timur, yang mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17’ –

111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan dengan ketinggian

antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut.112 Berbatasan

dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten

Pacitan disebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah

110 Ibid., hal, 32.
111 Pusdata. Sekilas Mengenal Identitas Kabupaten Ponorogo (online), diakses dari

http//.www.ponorogo.go.id. Tanggal 3 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.
112 http://ponorogo.go.id/letak-geografis/, diakses tanggal 20 September 2017, pukul 16.00

WIB.
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barat, dan Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk di sebelah utara.Dengan

jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 924.913 jiwa.113

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus. Pada

tahun 1837 Masehi, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota

Tengah namanya menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga

sekarang kepemimpinan Kabupaten Ponorogo sudah berganti sebanyak 17

kali. Kabupaten Ponorogo dikenal juga dengan sebutan Kota Reog atau Bumi

Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo

juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren,

salah satunya adalah pondok pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor

yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan

Muharram (Suro) Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara

berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat tersebut ditampilkan

berbagai macam seni budaya dan tradisi, di antaranya Festival Reog Nasional,

Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga

Ngebel.

113 Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Ponorogo … Op.Cit., hlm.5.
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B. Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah Di Kabupaten Ponorogo

Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sebelum penulis menjelaskan tentang Penataan Organisasi Kelembagaan

Daerah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang

parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan menurut PP Nomor 18 Tahun 2016

tentang perangkat daerah.

Parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah berdasarkan Pasal 19 bahwa

besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel :

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; dan

c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).114

Sedangkan parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah berdasarkan Pasal 6 bahwa

kriteria tipelogi perangkat daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah

berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum

dengan bobot 20% dan variabel teknis dengan bobot 80%. Kriteria variabel

umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah atas indikator :

114 Lihat pasal 19 PP Nomor 41 Tahun 2007.
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a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; dan

c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.115

Berikut ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo

menurut PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 18 Tahun 2016 dan

1. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 41 Tahun 2007

(sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016). (Tabel 1.1)

NO
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA LAMA

PP 41 TAHUN 2007
ESELON

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb

1

Sekretariat Daerah 1
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 1
Staf Ahli Bidang Pemerintahan 1
Staf Ahli Bidang Pembangunan 1

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

1

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan
Keuangan

1

Asisten Pemerintahan dan  Kesra 1

1. Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum

1 3

2. Bagian Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan

1 3

3. Bagian Hukum 1 4

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

1

1. Bagian Administrasi
Perekonomian

1 2

2. Bagian Administrasi
Pembangunan

1 3

115 Lihat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2016.
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3. Bagian Administrasi Sumber
Daya Alam

1 2

Asisten Administrasi Umum 1
1. Bagian Umum 1 4
2. Bagian Organisasi 1 3
3. Bagian Humas dan Protokol 1 3

2 SEKRETARIAT DPRD 1 3 8
3 INSPEKTORAT 1 5 15
4 Dinas Pendidikan 1 1 4 15

5
Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga

1 1 4 12

6 Dinas Kesehatan 1 1 4 15

7
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

1 1 4 15

8
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1 1 3 9

9 Dinas Perhubungan 1 1 4 13

10
Dinas Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UKM

1 1 4 15

11 Satuan Polisi Pamong Praja 1 4

12
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah

1 1 4 15

13 Dinas Pekerjaan Umum 1 1 5 18
14 Dinas Pertanian 1 1 4 15

15
Kantor Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

1 3

16 Kantor Ketahanan Pangan 1 4
17 Kantor Arsip dan Dokumentasi 1 3
18 Kantor Perpustakaan Daerah 1 3
19 Kantor Lingkungan Hidup 1 3
20 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 1 3

21 Badan Keluarga Berencana 1 1 3 9
22 Badan Kepegawaian Daerah 1 1 4 11
23 BAPPEDA 1 1 5 13
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24
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa

1 1 3 9

25
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

1 1 3 9

26
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

1 4 9

27 RSUD Dr.HARJONO S 1 2 6 13

28 Kecamatan Ponorogo 1 1 4 3
29 Kecamatan Jenangan 1 1 4 3
30 Kecamatan Babadan 1 1 4 3
31 Kecamatan Siman 1 1 4 3
32 Kecamatan Kauman 1 1 4 3
33 Kecamatan Sukorejo 1 1 4 3
34 Kecamatan Sampung 1 1 4 3
35 Kecamatan Badegan 1 1 4 3
36 Kecamatan Jambon 1 1 4 3
37 Kecamatan Balong 1 1 4 3
38 Kecamatan Slahung 1 1 4 3
39 Kecamatan Bungkal 1 1 4 3
40 Kecamatan Ngrayun 1 1 4 3
41 Kecamatan Sambit 1 1 4 3
42 Kecamatan Sawoo 1 1 4 3
43 Kecamatan Mlarak 1 1 4 3
44 Kecamatan Jetis 1 1 4 3
45 Kecamatan Pulung 1 1 4 3
46 Kecamatan Ngebel 1 1 4 3
47 Kecamatan Sooko 1 1 4 3
48 Kecamatan Pudak 1 1 4 3

49 Kelurahan Paju (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

50 Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

51 Kelurahan Pakunden (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

52 Kelurahan Kepatihan (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

53 Kelurahan Surodikraman (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

54 Kelurahan Purbosuman (Kecamatan
Ponorogo)

1 5
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55 Kelurahan Tonatan (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

56 Kelurahan Bangunsari (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

57 Kelurahan Taman Arum (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

58 Kelurahan Kauman (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

59 Kelurahan Tambak Bayan
(Kecamatan Ponorogo)

1 5

60 Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

61 Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

62 Kelurahan Banyudono (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

63 Kelurahan Nologaten (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

64 Kelurahan Cokromenggalan
(Kecamatan Ponorogo)

1 5

65 Kelurahan Keniten (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

66 Kelurahan Jingglong (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

67 Kelurahan Beduri (Kecamatan
Ponorogo)

1 5

68 Kelurahan Setono (Kecamatan
Jenangan)

1 5

69 Kelurahan Singosaren (Kecamatan
Jenangan)

1 5

70 Kelurahan Kertosari (Kecamatan
Babadan)

1 5

71 Kelurahan Patihan Wetan
(Kecamatan Babadan)

1 5

72 Kelurahan Kadipaten (Kecamatan
Babadan)

1 5

73 Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan
Siman)

1 5

74 Kelurahan Mangunsuman
(Kecamatan Siman)

1 5

JUMLAH 1 27 62 89 398 193
*Sumber : Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.
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Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa, struktur eselon tiap-tiap satuan

kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 35 sampai dengan Pasal

37 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa116 diisi sejumlah 1 orang.

b. Staf Ahli yaitu berjumlah 5 staf ahli117, yaitu : Staf Ahli bidang Hukum

dan Politik; Staf Ahli bidang Pemerintahan; Staf Ahli bidang

Pembangunan; Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia; dan Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan yang

merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIb118 yang

masing-masing jabatan diisi sejumlah 1 orang.

c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 9 bagian yaitu :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten

Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi

Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian

Administrasi Sumber Daya Alam. Asisten Administrasi Umum terdiri

dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol.

Dimana Asisten merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon

116 Lihat Pasal 35 Ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
117 Lihat Pasal 36 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
118 Lihat Pasal 37 Ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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IIb119 yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, kepala bagian

merupakan jabatan struktural eselon IIIa120, yang masing-masing

jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan kepala subbagian merupakan

jabatan struktural eselon IVa121, yang masing-masing jabatan diisi oleh

2 sampai 4 orang dengan jumlah kepala subbagian adalah 27 orang.

d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

sekretaris DPRD dengan jabatan eselon IIb122 berjumlah 1 orang.

Dibantu oleh 3 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,123 dan 8

kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa124

e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Inspektur dengan jabatan eselon IIb125 berjumlah 1 orang. Dibantu oleh

5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa126 masing-masing

berjumlah 1 orang, dan 15 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa127

masing-masing berjumlah 1 orang.

f. Dinas Daerah terdiri dari 10 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Industri,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pendapatan,

119 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
120 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
121 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
122 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
123 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
124 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
125 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
126 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
127 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Pertanian. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang

masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas

diisi dengan jabatan eselon IIb128 masing-masing berjumlah 1 orang,

Sekretaris Dinas diisi dengan jabatan eselon IIIa129 masing-masing

berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas yaitu 3 sampai 5 bidang

yang masing-masing ada kepala bidang nya diisi 1 orang dengan

jabatan eselon IIIb130 dengan jumlah 40 orang. Sedangkan masing-

masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan

jabatan eselon IVa131 jumlah sub bidang/seksi per dinas yaitu 9 sampai

18, dengan jumlah semuanya yaitu 142 orang.

g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.132 Satuan Polisi Pamong

Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIIa

berjumlah 1 orang, dengan 4 sub bidang/seksi masing-masing ada 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa.

h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

i. Badan terdiri dari 6 Badan yaitu, Badan Keluarga Berencana; Badan

Kepegawaian Daerah; BAPPEDA; Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa; Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan

128 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
129 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
130 Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
131 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
132 Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satpol PP.
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Perlindungan Masyarakat; Badan Penanggulanan Bencana Daerah.

Masing-masing Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri

dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan

jabatan eselon IIb133, masing-masing diisi 1 orang. Sekretaris Badan

diisi dengan jabatan eselon IIIa134 masing-masing berjumlah 1 orang.

Jumlah bidang per Badan yaitu 3 sampai 5 bidang yang masing-masing

ada kepala bidang nya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb135

dengan jumlah 22 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi

diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa136

jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 9 sampai 13, dengan jumlah

semuanya yaitu 51 orang.

j. Kantor terdiri dari 6 Kantor yaitu, Kantor Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Arsip dan

Dokumentasi; Kantor Perpustakaan Daerah; Kantor Lingkungan

Hidup; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Masing-masing Kantor

terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Kantor

dengan jabatan eselon IIIa137 masing-masing berjumlah 1 orang.

Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala

sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa138 jumlah sub bidang/seksi

per Badan yaitu 3 sampai 4, dengan jumlah semuanya yaitu 19 orang.

133 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
134 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
135 Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
136 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
137 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
138 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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k. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin

oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIb139

berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon

IIIa140. Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang

dengan jabatan eselon IIIb141, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa142 jumlah sub

bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.

l. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo

sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan

ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa143, dan 1 orang

sekretaris camat dengan eselon IIIb144, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa145, jumlah

sub bidang/seksi yaitu 4 sub bidang/seksi diisi 4 orang. Sedangkan

masing-masing terdapat 3 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi

oleh 3 orang dengan pejabat eselon IVb146. Dengan jumlah semuanya

terdapat 22 jabatan eselon IIIa, 22 jabatan eselon IIIb, 88 jabatan

eselon IVa, dan 66 jabatan eselon IVb.

m. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai

dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan

139 Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
140 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
141 Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
142 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
143 Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
144 Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
145 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
146 Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
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ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa147, dan 1 orang

sekretaris kelurahan dengan eselon IVb148, ada sub bagian/seksi diisi

oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb149,

jumlah sub bidang/seksi yaitu 4 sub bidang/seksi diisi 4 orang. Dengan

jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 130 jabatan

eselon IVb.

n. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang seharusnya diisi

menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 27 orang;

eselon IIIa : 62 orang; eselon IIIb : 89 orang; eselon IVa : 398 orang;

eselon IVb : 193 orang.

2. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 18 Tahun 2016.

(Tabel 1.2)

147 Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
148 Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
149 Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

N
O

SATUAN KERJA
PERANGKAT

DAERAH / UNIT
KERJA BARU

PP 18 TAHUN 2016

PIMPINAN
TINGGI

PRATAMA

ADMINIS
TRATOR

PENG
AWA

S

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb
Sekretariat Daerah 1

Staf Ahli Bidang
Pemerintahan, Hukum
dan Politik

1

Staf Ahli Bidang
Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan

1
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Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan
Sumber  Daya
Manusia

1

Asisten Pemerintahan
dan  Kesra

1

1. Bagian
Administrasi
Pemerintahan Umum

1 3

2. Bagian
Administrasi Kesra
dan Kemasyarakatan

1 3

3. Bagian Hukum 1 3

Asisten
Perekonomian dan
Pembangunan

1

1. Bagian
Administrasi
Perekonomian

1 2

2. Bagian
Administrasi
Pembangunan

1 3

3. Bagian
Administrasi Sumber
Daya Alam

1 2

4. Bagian Layanan
Pengadaan

1 2

Asisten Administrasi
Umum

1

Bagian Umum 1 3

Bagian Organisasi 1 3

Bagian Humas dan
Protokol

1 3

2
SEKRETARIAT
DPRD

1 4 12

3 INSPEKTORAT 1 5 3

4 Dinas Pendidikan 1 1 4 15

5 Dinas Pariwisata 1 1 4 11

6
Dinas Pemuda dan
Olah Raga

1 1 3 8

7 Dinas Kesehatan 1 1 4 15
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8

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

1 1 4 12

9
Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

1 1 3 11

10
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

1 1 4 11

11
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1 1 4 13

12
Satuan Polisi Pamong
Praja

1 1 3 9

13
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1 1 3 8

14
Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha
Mikro

1 1 4 15

15 Dinas Tenaga Kerja 1 1 3 10

16
Dinas Komunikasi,
Informatika, dan
Statistik

1 1 3 11

17
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

1 1 4 14

18
Dinas Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

1 1 2 8

19 Dinas Perhubungan 1 1 3 9

20
Dinas Ketahanan
Pangan

1 1 2 8

21
Dinas Pertanian dan
Perikanan

1 1 6 21

22
Dinas Lingkungan
Hidup

1 1 3 11

23
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

1 1 3 8

1 4

24

Badan Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

1 1 6 17
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25
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Daerah

1 1 4 11

26

Badan Perencanaan,
Pembangunan
Daerah, Penelitian
dan Pengembangan

1 1 4 13

27
Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

1 1 2 7

28
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

1 4 9

29
RSUD Dr.HARJONO
S

1 2 6 13

30 Kecamatan Ponorogo 1 1 5 2

31 Kecamatan Jenangan 1 1 5 2

32 Kecamatan Babadan 1 1 5 2

33 Kecamatan Siman 1 1 5 2

34 Kecamatan Kauman 1 1 5 2

35 Kecamatan Sukorejo 1 1 5 2

36 Kecamatan Sampung 1 1 5 2

37 Kecamatan Badegan 1 1 5 2

38 Kecamatan Jambon 1 1 5 2

39 Kecamatan Balong 1 1 5 2

40 Kecamatan Slahung 1 1 5 2

41 Kecamatan Bungkal 1 1 5 2

42 Kecamatan Ngrayun 1 1 5 2

43 Kecamatan Sambit 1 1 5 2

44 Kecamatan Sawoo 1 1 5 2

45 Kecamatan Mlarak 1 1 5 2

46 Kecamatan Jetis 1 1 5 2

47 Kecamatan Pulung 1 1 5 2

48 Kecamatan Ngebel 1 1 5 2

49 Kecamatan Sooko 1 1 5 2

50 Kecamatan Pudak 1 1 5 2

51
Kelurahan Paju
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

52
Kelurahan
Brotonegaran

1 4
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(Kecamatan
Ponorogo)

53
Kelurahan Pakunden
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

54
Kelurahan Kepatihan
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

55

Kelurahan
Surodikraman
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

56

Kelurahan
Purbosuman
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

57
Kelurahan Tonatan
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

58
Kelurahan Bangunsari
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

59
Kelurahan Taman
Arum (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

60
Kelurahan Kauman
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

61
Kelurahan Tambak
Bayan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

62
Kelurahan Pinggirsari
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

63

Kelurahan
Mangkujayan
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

64

Kelurahan
Banyudono
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

65
Kelurahan Nologaten
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

66

Kelurahan
Cokromenggalan
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

67 Kelurahan Keniten 1 4
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*Sumber : Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa, struktur eselon tiap-tiap satuan

kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan

tinggi pratama150 berjumlah 1 orang.

b. Staf Ahli yaitu berjumlah 3 staf ahli151, yaitu : Staf Ahli bidang

Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Ekonomi,

150 Lihat Pasal 95 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

(Kecamatan
Ponorogo)

68
Kelurahan Jingglong
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

69
Kelurahan Beduri
(Kecamatan
Ponorogo)

1 4

70
Kelurahan Setono
(Kecamatan
Jenangan)

1 4

71
Kelurahan Singosaren
(Kecamatan
Jenangan)

1 4

72
Kelurahan Kertosari
(Kecamatan Babadan)

1 4

73
Kelurahan Patihan
Wetan (Kecamatan
Babadan)

1 4

74
Kelurahan Kadipaten
(Kecamatan Babadan)

1 4

75
Kelurahan
Ronowijayan
(Kecamatan Siman)

1 4

76
Kelurahan
Mangunsuman
(Kecamatan Siman)

1 4

JUMLAH 1 34 67 116 475 146
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Keuangan dan Pembangunan; dan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan

dan Sumber Daya Manusia; yang merupakan jabatan struktural dengan

jabatan eselon IIb152 yang masing-masing jabatan diisi sejumlah 1

orang.

c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 10 bagian yaitu :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten

Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi

Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian

Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Layanan Pengadaan. Asisten

Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi,

Bagian Humas dan Protokol. Dimana Asisten merupakan jabatan

struktural dengan jabatan eselon IIb153 yang masing-masing jabatan

diisi oleh 1 orang, kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon

IIIa154, yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan

kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa155, yang

masing-masing jabatan diisi oleh 2 sampai 3 orang dengan jumlah

kepala subbagian adalah 18 orang.

151 Lihat Pasal 102 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
152 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
153 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
154 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
155 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

sekretaris DPRD dengan jabatan eselon IIb156 berjumlah 1 orang.

Dibantu oleh 4 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,157 dan 12

kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa.158

e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Inspektur dengan jabatan eselon IIb159 berjumlah 1 orang. Dibantu oleh

5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa160 masing-masing

berjumlah 1 orang, dan 3 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa161

masing-masing berjumlah 1 orang.

f. Dinas Daerah terdiri dari 19 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas

Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian dan

Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan

156 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
157 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
158 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
159 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
160 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
161 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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Kearsipan. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-

masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas diisi

dengan jabatan eselon IIb162 masing-masing berjumlah 1 orang,

Sekretaris Dinas atau jabatan administrator diisi dengan jabatan eselon

IIIa163 masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas

yaitu 3 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidang nya

diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb164 dengan jumlah 66 orang.

Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala

sub bidang dengan jabatan eselon IVa165 jumlah sub bidang/seksi per

dinas yaitu 8 sampai 21, dengan jumlah semuanya yaitu 219 orang.

g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.166 Satuan Polisi Pamong

Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIb berjumlah

1 orang, dengan 1 orang sekretaris eselon IIIa, 3 bidang yang diisi oleh

eselon IIIb, dan 9 sub bidang/seksi masing-masing ada 1 orang kepala

sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa.

h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

i. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Pendapatan, Pengelolaan,

Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

162 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
163 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
164 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
165 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
166 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
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Pelatihan Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan; Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;dan Badan Penanggulanan Bencana Daerah. Masing-masing

Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub

bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan jabatan

eselon IIb167, masing-masing diisi 1 orang. Sekretaris Badan diisi

dengan jabatan eselon IIIa168 masing-masing berjumlah 1 orang.

Jumlah bidang per Badan yaitu 2 sampai 6 bidang yang masing-masing

ada kepala bidang nya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb169

dengan jumlah 22 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi

diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa170

jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 7 sampai 17 sub bidang/seksi,

dengan jumlah semuanya yaitu 57 orang.

j. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin

oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIb171

berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon

IIIa172. Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang

dengan jabatan eselon IIIb173, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1

167 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
168 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
169 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
170 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
171 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
172 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
173 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa174 jumlah sub

bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.

k. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo

sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan

ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa175, dan 1 orang

sekretaris camat dengan eselon IIIb176, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa177, jumlah

sub bidang/seksi yaitu 5 sub bidang/seksi diisi 5 orang. Sedangkan

masing-masing terdapat 2 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi

oleh 2 orang dengan pejabat eselon IVb178. Dengan jumlah semuanya

terdapat 21 jabatan eselon IIIa, 21 jabatan eselon IIIb, 105 jabatan

eselon IVa, dan 42 jabatan eselon IVb.

l. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai

dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan

ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa179, dan 1 orang

sekretaris kelurahan dengan eselon IVb180 ada sub bagian/seksi diisi

oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb181,

jumlah sub bidang/seksi yaitu 3 sub bidang/seksi diisi 3 orang. Dengan

174 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
175 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
176 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
177 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
178 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
179 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
180 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
181 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 104 jabatan

eselon IVb.

m. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang seharusnya diisi

menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 34 orang;

eselon IIIa : 67 orang; eselon IIIb : 116 orang; eselon IVa : 475 orang;

eselon IVb : 146 orang.

Akibat dari adanya perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo terjadi perubahan. Mulai dari

penghapusan, pemecahan, penggabungan, pembentukan dinas/badan baru dari

perangkat daerah/satuan kerja, sampai jumlah pejabat/pegawai PNS yang

menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja. Untuk mengetahui lebih jelas

perbedaannya, penulis membuat tabel perbedaan dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang lama yaitu menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Satuan

Perangkat Daerah yang baru menurut PP Nomor 18 Tahun 2016. (*lihat

lampiran halaman 164)

Dari tabel perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam penataan organisasi

kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo menurut PP Nomor 18 Tahun

2016, yang mengalami perubahan adalah :

a. Bentukan Dinas baru ada 2 yaitu : Dinas Komunikasi, Informatika, dan

Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
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b. Perubahan yang semula Kantor menjadi Dinas semuanya ada 5, yaitu :

Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan

Hidup; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Perubahan yang semula Badan menjadi Dinas yaitu pertama, Badan

Keluarga Berencana sekarang menjadi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana; kedua, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

d. Perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang menjadi Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

e. Perubahan nama Dinas ada 3 yaitu : Dinas Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas

Pertanian dan Perikanan.

f. Pemecahan ada 2 Dinas yaitu pertama, yang semula Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipecah menjadi

Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olah Raga, yang kedua adalah

semula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipecah menjadi

Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

g. Penggabungan Staf Ahli, Kantor, dan Dinas yaitu pertama, yang

semula Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Staf Ahli Bidang
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Pemerintahan digabung menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik; kedua, yang semula Staf Ahli Bidang

Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; ketiga,

yang semua Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sekarang

Dinas Sosial digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak; keempat, yang semula Kantor berubah

menjadi Dinas dan digabung adalah Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

h. Perubahan jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di

tiap-tiap satuan kerja hampir semuanya dirubah, termasuk di

kecamatan dan kelurahan. Pada kenyataannya jumlah pejabat/pegawai

PNS dalam penataan organisasi kelembagaan menurut PP Nomor 18

Tahun 2016 lebih besar daripada PP Nomor 41 Tahun 2007. (*lihat

lampiran halaman 164-167)

i. Perubahan juga terjadi pada susunan organisasi pada tiap-tiap satuan

kerja, dari susunan organisasi yang lama yaitu menurut PP Nomor 41

Tahun 2007, yang dalam hal ini kabupaten Ponorogo mengaturnya

dalam Peraturan Bupati Nomor 33 sampai dengan Nomor 66 Tahun

2008, menjadi susunan organisasi yang baru yaitu menurut PP Nomor

18 Tahun 2016, yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati

Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016. Hal tersebut dapat

dilihat pada lampiran skripsi ini. (Lampiran halaman 126-163)
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Dari hasil wawancara penulis dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat

Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi penyebab adanya perubahan,

pemecahan, penggabungan sebagaimana dijelaskan diatas pada huruf a sampai

dengan huruf i adalah hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Peraturan

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati

Nomor 58 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 83 Tahun 2016 saja, dan tidak

ada penyebab atau alasan lain selain berdasarkan peraturan tersebut.182

3. Daftar Rekapitulasi Jumlah Pejabat Eselon di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo per Desember 2017. (Tabel 1.3)

NO SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH / UNIT KERJA

Pejabat Eselon

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb

1

Sekretariat Daerah 1
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik

1

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan

1

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber  Daya Manusia 0

Asisten Pemerintahan dan  Kesra 1
1. Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum

1 3

2. Bagian Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan

1 3

3. Bagian Hukum 1 3

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1

1. Bagian Administrasi Perekonomian 1 2

2. Bagian Administrasi Pembangunan 1 3

3. Bagian Administrasi Sumber Daya 1 2

182 Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.
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Alam

4. Bagian Layanan Pengadaan 1 2

Asisten Administrasi Umum 1

1. Bagian Umum 1 3

2. Bagian Organisasi 1 3

3. Bagian Humas dan Protokol 1 3

2 SEKRETARIAT DPRD 1 4 12

3 INSPEKTORAT 1 5 3

4 Dinas Pendidikan 1 1 4 33
5 Dinas Pariwisata 0 1 4 11

6 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1 1 3 8

7 Dinas Kesehatan 1 1 4 18

8
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

1 1 4 12

9
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

1 1 3 28

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1 4 26

11
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

1 1 4 13

12 Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 3 9

13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1 1 3 7

14
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Mikro

1 1 4 19

15 Dinas Tenaga Kerja 1 1 3 10

16
Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik

1 1 3 11

17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

1 1 4 21

18
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

1 1 2 8

19 Dinas Perhubungan 1 1 3 10
20 Dinas Ketahanan Pangan 0 1 2 8

21 Dinas Pertanian dan Perikanan 1 1 6 42
22 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 3 11

23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1 3 8

24
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

1 1 5 17

25
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah

1 1 4 11
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26
Badan Perencanaan, Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1 1 4 13

27 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 1 2 7

28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9

29 RSUD Dr.HARJONO S 1 2 6 13

30 Kecamatan Ponorogo 1 1 5 2

31 Kecamatan Jenangan 1 1 5 2

32 Kecamatan Babadan 1 1 5 2

33 Kecamatan Siman 1 1 5 1
34 Kecamatan Kauman 1 1 4 2

35 Kecamatan Sukorejo 1 1 5 2

36 Kecamatan Sampung 1 1 5 2

37 Kecamatan Badegan 1 1 5 2

38 Kecamatan Jambon 1 1 5 2

39 Kecamatan Balong 1 1 4 2

40 Kecamatan Slahung 1 1 5 2

41 Kecamatan Bungkal 1 1 5 2

42 Kecamatan Ngrayun 1 1 5 2

43 Kecamatan Sambit 1 1 5 2

44 Kecamatan Sawoo 1 1 5 2

45 Kecamatan Mlarak 1 1 5 2

46 Kecamatan Jetis 1 1 5 1
47 Kecamatan Pulung 1 1 5 2

48 Kecamatan Ngebel 1 1 5 2

49 Kecamatan Sooko 1 1 5 2

50 Kecamatan Pudak 1 0 5 2

51 Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo) 1 4

52
Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

53
Kelurahan Pakunden (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

54
Kelurahan Kepatihan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

55
Kelurahan Surodikraman (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

56
Kelurahan Purbosuman (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

57
Kelurahan Tonatan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

58 Kelurahan Bangunsari (Kecamatan 1 4
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Ponorogo)

59
Kelurahan Taman Arum (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

60
Kelurahan Kauman (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

61
Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

62
Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

63
Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

64
Kelurahan Banyudono (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

65
Kelurahan Nologaten (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

66
Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

67 Kelurahan Keniten (Kecamatan Ponorogo) 1 4

68
Kelurahan Jingglong (Kecamatan
Ponorogo)

1 4

69 Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo) 1 4

70 Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan) 1 4

71
Kelurahan Singosaren (Kecamatan
Jenangan)

1 4

72
Kelurahan Kertosari (Kecamatan
Babadan)

1 4

73
Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan
Babadan)

1 4

74
Kelurahan Kadipaten (Kecamatan
Babadan)

1 4

75
Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan
Siman)

1 4

76
Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan
Siman)

1 4

JUMLAH 1 29 66 114 554 144
*Sumber : Wawancara dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tanggal 20 Desember 2017.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah pejabat eselon di

Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017, struktur eselon tiap-tiap

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 dengan rincian

sebagai berikut :
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a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan

tinggi pratama183 berjumlah 1 orang.

b. Staf Ahli yaitu berjumlah 3 staf ahli184, yaitu : Staf Ahli bidang

Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan; dan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan

dan Sumber Daya Manusia; yang merupakan jabatan struktural dengan

jabatan eselon IIb185 yang masing-masing jabatan diisi sejumlah 1

orang. Namun Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia jabatannya tidak diisi.

c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 10 bagian yaitu :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten

Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi

Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian

Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Layanan Pengadaan. Asisten

Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi,

Bagian Humas dan Protokol. Dimana Asisten merupakan jabatan

struktural dengan jabatan eselon IIb186 yang masing-masing jabatan

diisi oleh 1 orang, kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon

183 Lihat Pasal 95 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
184 Lihat Pasal 102 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
185 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
186 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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IIIa187, yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan

kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa188, yang

masing-masing jabatan diisi oleh 2 sampai 3 orang dengan jumlah

kepala subbagian adalah 18 orang.

d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

sekretaris DPRD dengan jabatan eselon IIb189 berjumlah 1 orang.

Dibantu oleh 4 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,190 dan 12

kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa.191

e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh

Inspektur dengan jabatan eselon IIb192 berjumlah 1 orang. Dibantu oleh

5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa193 masing-masing

berjumlah 1 orang, dan 3 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa194

masing-masing berjumlah 1 orang.

f. Dinas Daerah terdiri dari 19 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas

Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Tenaga Kerja;

187 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
188 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
189 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
190 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
191 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
192 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
193 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
194 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian dan

Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-

masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas diisi

dengan jabatan eselon IIb195 masing-masing berjumlah 1 orang,

Sekretaris Dinas atau jabatan administrator diisi dengan jabatan eselon

IIIa196 masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas

yaitu 3 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidang nya

diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb197 dengan jumlah 66 orang.

Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala

sub bidang dengan jabatan eselon IVa198 jumlah sub bidang/seksi per

dinas yaitu 8 sampai 42, dengan jumlah semuanya yaitu 304 orang.

Ada beberapa dinas yang jabatan esselon IIb tidak diisi, dan jabatan

esselon IVa diisi dengan jumlah nya kurang dan melebihi ketentuan

yang disesuaikan dengan bagan organisasi tiap satuan kerja.

(*penjelasan dinas tersebut apa saja, akan penulis jelaskan setelah

penjelasan table ini)

g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

195 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
196 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
197 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
198 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.199 Satuan Polisi Pamong

Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIb berjumlah

1 orang, namun jabata tersebut tidak diisi. 1 orang sekretaris eselon

IIIa, 3 bidang yang diisi oleh eselon IIIb, dan 9 sub bidang/seksi

masing-masing ada 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan

eselon IVa.

h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

i. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Pendapatan, Pengelolaan,

Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan; Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;dan  Badan Penanggulanan Bencana Daerah. Masing-masing

Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub

bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan jabatan

eselon IIb200, masing-masing diisi 1 orang. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik jabatan Kepala Badan tidak diisi. Sekretaris Badan diisi

dengan jabatan eselon IIIa201 masing-masing berjumlah 1 orang.

Jumlah bidang per Badan yaitu 2 sampai 6 bidang yang masing-masing

ada kepala bidang nya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb202

dengan jumlah 19 orang. Ada 1 bidang yang tidak diisi jabatan Kepala

Bidangnya di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset

199 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

200 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
201 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
202 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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Daerah. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang

kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa203 jumlah sub

bidang/seksi per Badan yaitu 7 sampai 17 sub bidang/seksi, dengan

jumlah semuanya yaitu 57 orang.

j. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin

oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIb204

berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon

IIIa205. Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang

dengan jabatan eselon IIIb206, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa207 jumlah sub

bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.

k. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo

sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan

ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa208, dan 1 orang

sekretaris camat dengan eselon IIIb209, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa210, jumlah

sub bidang/seksi yaitu 5 sub bidang/seksi diisi 4-26 orang. Sedangkan

masing-masing terdapat 2 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi

oleh 1-76 orang dengan pejabat eselon IVb211. Dengan jumlah

203 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
204 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
205 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
206 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
207 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
208 Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
209 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
210 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
211 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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semuanya terdapat 21 jabatan eselon IIIa, 20 jabatan eselon IIIb, 132

jabatan eselon IVa, dan 142 jabatan eselon IVb.

l. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai

dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan

ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa212, dan 1 orang

sekretaris kelurahan dengan eselon IVb213, ada sub bagian/seksi diisi

oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb214,

jumlah sub bidang/seksi yaitu 3 sub bidang/seksi diisi 3 orang. Dengan

jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 104 jabatan

eselon IVb.

m. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang telah diisi menurut

tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 28 orang; eselon

IIIa : 67 orang; eselon IIIb : 114 orang; eselon IVa : 586 orang; eselon

IVb : 144 orang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perbedaan Satuan Perangkat

Daerah yang Baru mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan

sebenarnya jumlah pejabat esselon yang menduduki jabatannya di tiap-tiap

satuan kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2017, penulis

membuat tabel perbedaan tersebut. (*lihat lampiran halaman 168-170)

Dari tabel perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam keadaan sebenarnya

jumlah pejabat esselon yang menduduki jabatannya di tiap-tiap satuan kerja

212 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
213 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
214 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2017 terdapat beberapa

perbedaan dengan ketentuan yang disesuaikan dengan bagan organisasi tiap

satuan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang

merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIb215 berjumlah 1

orang, jabatannya tidak diisi.

b. Dinas Daerah ada yang jabatannya kosong tidak diisi, pengisian

jabatannya kurang, dan melebihi kapasitas yang seharusnya diisi.

Dinas Daerah yang jabatannya kosong tidak diisi adalah : Dinas

Pariwisata, dimana Kepala Dinas dengan jabatan eselon IIb216 tidak

diisi. Dinas Ketahanan Pangan dimana Kepala Dinas diisi dengan

jabatan eselon IIb217 tidak diisi; Dinas Daerah yang pengisian

jabatannya kurang adalah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, dimana Golongan IVa kurang 1 orang yang

seharusnya diisi adalah 8 orang; Dinas Daerah yang pengisian

jabatannya melebihi kapasitas adalah : Dinas Pendidikan jumlah

golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu

seharusnya diisi adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh

33 orang, jadi kelebihan 18 orang; Dinas Kesehatan jumlah golongan

IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi

adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 18 orang, jadi

215 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
216 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
217 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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kelebihan 3 orang; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi

kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 11 orang, namun pada

kenyataannya diisi oleh 28 orang, jadi kelebihan 17 orang; Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah golongan IVa yang

sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 11

orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 26 orang, jadi kelebihan 15

orang; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro jumlah

golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu

seharusnya diisi adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh

19 orang, jadi kelebihan 4 orang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi

kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 14 orang, namun pada

kenyataannya diisi oleh 21 orang, jadi kelebihan 7 orang; Dinas

Perhubungan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi

kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 9 orang, namun pada

kenyataannya diisi oleh 10 orang, jadi kelebihan 1 orang; Dinas

Pertanian dan Perikanan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat

melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 21 orang, namun pada

kenyataannya diisi oleh 42 orang, jadi kelebihan 21 orang.

c. Dinas yang jabatannya diisi melebihi kapasitas dari ketentuan, yaitu

golongan IVa, jumlah kelebihan dari ketentuan itu merupakan

tambahan dari jabatan yang menduduki kepala dan kepala sub bagian
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UPTD di setiap kecamatan. 18 UPTD Dinas Pendidikan; 3 UPTD

Dinas Kesehatan; 17 UPTD Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana; 15 UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil; 7 UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 1 UPTD

Dinas Perhubungan; 21 UPTD Dinas Pertanian dan Perikanan; 4

UPTD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dengan jumlah

keseluruhan 86 UPTD. (*lihat lampiran halaman 168-170)

d. Badan ada yang jabatannya kosong tidak diisi dan pengisian

jabatannya kurang dari kapasitas.

Badan ada yang jabatannya kosong tidak diisi adalah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dimana Kepala Badan dengan jabatan eselon IIb218

tidak diisi. Badan yang pengisian jabatannya kurang adalah Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jabatan eselon

IIIb hanya diisi 5 orang kurang 1 orang, yang seharusnya diisi oleh 6

orang.

e. Kecamatan ada yang jabatannya kosong tidak diisi, dan pengisian

jabatannya kurang dari kapasitas yang telah ditentukan.

Kecamatan yang jabatannya kosong tidak diisi adalah Kecamatan

Pudak sekretaris camat dengan eselon IIIb219 tidak diisi; Kecamatan

yang pengisian jabatannya kurang dari kapasitas adalah Kecamatan

Balong ada sub bagian/seksi yang kurang diisi 1 orang kepala sub

218 Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
219 Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
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bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa220; Kecamatan Kauman ada

sub bagian/seksi yang kurang diisi 1 orang kepala sub bidang/seksi

dengan jabatan eselon IVa221; Kecamatan Jetis ada sub bagian yang

kurang diisi 1 orang kepala sub bagian dengan jabatan eselon IVb222;

Kecamatan Siman ada sub bagian yang kurang diisi 1 orang kepala sub

bagian dengan jabatan eselon IVb.223

f. Selain yang penulis sebutkan diatas jumlah pejabat eselon telah sesuai

atau memenuhi kapasitas yang ditentukan.

g. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang sudah diisi menurut

tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 28 orang; eselon

IIIa : 66 orang; eselon IIIb : 114 orang; eselon IVa : 554 orang; eselon

IVb : 144 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah

Kabupaten Ponorogo bagian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah penyebab adanya kekosongan dan kekurangan dalam pengisian

jabatan sebagaimana dijelaskan diatas pada huruf a sampai dengan huruf e

adalah karena : a. Mutasi; b. Pensiun; c. Mengundurkan diri (resign); d.

Meninggal Dunia, dan tidak ada penyebab atau alasan lain selain berdasarkan

alasan tersebut.224

220 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
221 Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
222 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
223 Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
224 Wawancara dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tanggal 20 Desember 2017.
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Akibat dari perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tidak hanya

terjadi perubahan pada penataan organisasi kelembagaan daerah nya dan

susunan organisasi setiap satuan kerja nya saja tetapi juga pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya dan dari segi pegawai

PNS/pejabat eselon nya.

APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun

2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.108.777.984.508,57 dan Belanja/pengeluaran

Rp. 2.253.703.535.000,43) (*lihat lampiran halaman 171), sedangkan APBD

Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (setelah PP 18 Tahun 2016) sebesar

(Pendapatan Rp. 2.246.177.607.360,96 dan Belanja Rp.

2.312.594.105.345,78). (*lihat lampiran halaman 173) dari lampiran tersebut

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo

dari sebelum dan sesudah PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp.

137.399.622.852 atau 6,11% untuk pendapatan, dan Rp. 58.890.570.345 atau

2,54% untuk belanja/pengeluaran. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2016,

terdapat pada Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2016. (*lihat lampiran halaman 175) dari lampiran tersebut dapat

dilihat bahwa dari jumlah APBD 2016 dengan realisasinya banyak yang

selisih (kurang) dari target APBD 2016. Sehingga penulis berpendapat bahwa

APBD tahun 2016 dengan tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah yaitu

sebesar 6,11% untuk pendapatan dan 2,54% untuk pengeluaran, maka itu
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termasuk pemborosan. Meskipun harapan memperoleh pendapatan dari PAD,

dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah itu meningkat,

namun jika pengeluaran untuk gaji pegawai khususnya itu meningkat juga

maka itu tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran, pada

akhirnya tetap defisit/minus dari anggaran yang telah ditentukan.

Dari segi pegawai PNS/pejabat eselon nya, dilihat dari data perubahan

struktur organisasi dari PP Nomor 41 Tahun 2007 menjadi PP Nomor 18

Tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-

tiap SKPD dan tiap tingkat eselonnya. Dari total perubahan adalah 112 orang,

diantaranya adalah :225

a. Bertambah 74 orang di tingkat eselon IVa;

b. bertambah 27 orang di tingkat eselon IIIb;

c. bertambah 4 orang di tingkat eselon IIIa;

d. bertambah 7 orang di tingkat eselon IIb;

e. jumlah tetap di tingkat eselon IIa; dan

f. berkurang 47 orang di tingkat eselon IVb. (*lihat lampiran halaman

164)

Sedangkan dilihat dari ketentuan satuan kerja Pemerintah Daerah yang

Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah

pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017,

terdapat kekurangan jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-tiap SKPD

225 Dari Tabel Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2016 yang ada di
lampiran skripsi ini.
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dan tiap tingkat eselonnya. Dari total kekurangannya berjumlah 19 orang,

diantaranya adalah :226

a. Kurang 2 orang di tingkat eselon IVb;

b. kurang 8 orang di tingkat eselon IVa;

c. kurang 2 orang di tingkat eselon IIIb;

d. kurang 1 orang di tingkat eselon IIIa;

e. kurang 6 orang di tingkat eselon IIb;

f. jumlah tetap di tingkat eselon IIa. (*lihat lampiran halaman 168)

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan

daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten

Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu Pemerintah Kabupaten

Ponorogo menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini

dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan ketentuan mengenai

226 Dari Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah DaerahYang Baru Menurut PP Nomor 18
Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo per Desember 2017 yang ada di lampiran skripsi ini.
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kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja masing-

masing perangkat daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58

sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016.227

Dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana pada Pasal 2 dengan Peraturan

Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas :

a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. kecamatan.228

Pasal 3 menjelaskan susunan Perangkat Daerah sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pendidikan;

2. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;

3. Dinas Pemuda dan Olah Raga tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

4. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kesehatan;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

227 Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

228 Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

9. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban
umum dan sub urusan kebakaran;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman
Modal;

11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan,
bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta bidang
Perindustrian;

12. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

13. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;

14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;

16. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perhubungan;

17. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pangan;

18. Dinas Pertanian dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;

19. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

e. Badan terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A

melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A

melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;
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3. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
2. Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
3. Kecamatan Babadan dengan tipe A;
4. Kecamatan Siman dengan tipe A;
5. Kecamatan Kauman dengan tipe A;
6. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
7. Kecamatan Sampung dengan tipe A;
8. Kecamatan Badegan dengan tipe A;
9. Kecamatan Jambon dengan tipe A;
10. Kecamatan Balong dengan tipe A;
11. Kecamatan Slahung dengan tipe A;
12. Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
13. Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
14. Kecamatan Sambit dengan tipe A;
15. Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
16. Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
17. Kecamatan Jetis dengan tipe A;
18. Kecamatan Pulung dengan tipe A;
19. Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
20. Kecamatan Sooko dengan tipe A;
21. Kecamatan Pudak dengan tipe A;229

Dalam Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan tipe Perangkat Daerahnya.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai

variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan

variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah,

jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20%

(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan

bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik

229 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval,

dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).230

Dimana Tipe A dengan beban kerja intensitas besar ditentukan dengan

skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel

teknis) lebih dari 800, Tipe B dengan beban kerja intensitas sedang ditentukan

dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan

variabel teknis) antara 601 s/d 800, sedangkan Tipe C dengan beban kerja

intensitas kecil ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri

dari variabel umum dan variabel teknis) antara 401 s/d 600. Selanjutnya

apabila skala hasil nilai lebih dari 300 s/d 400 merupakan beban kerja

intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang.

Sedangkan skala hasil nilai kurang dari atau sama dengan 300 merupakan

beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah

setingkat seksi/sub bidang. Berikut ini adalah hasil skor/nilai urusan

penentuan beban kerja, dan tipe Perangkat Daerahnya : (Tabel 1.4)

SKOR URUSAN - Kabupaten Ponorogo

NO URUSAN SKOR TIPE DINAS

1 SEKRETARIAT DAERAH 860 Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota Tipe A

2 SEKRETARIAT DEWAN 820 Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Tipe A

3 INSPEKTORAT 890 Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe
A

4 PENDIDIKAN 830 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
5 KESEHATAN 900 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

230 Ibid., hlm. 47.
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6 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 776 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

7 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 428 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C

8
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SUB POL PP)

590 Sat Pol PP Kab/Kota Tipe C

9

KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SUB
KEBAKARAN)

420 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C

10 SOSIAL 848 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
11 TENAGA KERJA 880 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

12
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK

660 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

13 PANGAN 780 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

14 PERTANAHAN 300 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

15 LINGKUNGAN HIDUP 800 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

16
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

940 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

17 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 830 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

18 PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA 760 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

19 PERHUBUNGAN (Untuk
Wilayah DARATAN) 620 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
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20 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 790 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

21 KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH 840 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

22 PENANAMAN MODAL 700 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

23 KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 940 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

24 STATISTIK 570 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C

25 PERSANDIAN 340 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Bidang)

26 KEBUDAYAAN 400 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Bidang)

27 PERPUSTAKAAN 502 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
28 KEARSIPAN 480 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C

29 KELAUTAN DAN PERIKANAN 540 Dinas Kabupaten/Kota Tipe C

30 PARIWISATA 940 Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
31 PERTANIAN 668 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

32 KEHUTANAN 160 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

33 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL 180 Bukan Dinas Kabupaten/Kota

Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
34 PERDAGANGAN 710 Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

35 PERINDUSTRIAN 340 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Bidang)

36 TRANSMIGRASI 290 Bukan Dinas Kabupaten/Kota
Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

37 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,
DAN PELATIHAN (Kab/Kota) 840 Badan Kabupaten/Kota Tipe A

38 KEUANGAN 950 Badan Kabupaten/Kota Tipe A

39 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 600 Badan Kabupaten/Kota Tipe C

40 PERENCANAAN 828 Badan Kabupaten/Kota Tipe A
*Sumber : Kementerian Dalam Negeri inspiring by Dr. Nurdin ( Ponorogo 19 Juli 2016)231

231 Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.
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Dengan penetapan tipe Perangkat Daerah berdasarkan nilai variabel beban

kerja, hal tersebut memudahkan dalam pembagian tugas dan beban kerja dari

tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo.

Selain itu faktor pendukungnya adalah, dari segi APBD Tahun 2017

Kabupaten Ponorogo (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan

adalah mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor

18 Tahun 2016) yang jumlahnya Rp 2.108.777.984.508,57 untuk pendapatan,

dan Rp. 2.253.703.535.000,43 untuk belanja/pengeluaran. Sedangkan APBD

Tahun 2017 (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang jumlahnya Rp.

2.246.177.607.360,96 untuk pendapatan, dan Rp. 2.312.594.105.345,78 untuk

belanja/pengeluaran. Peningkatannya yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau

6,11% untuk Pendapatan, dan sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa dari segi pendapatan dan pembelanjaan di

Kabupaten Ponorogo yang mengalami peningkatan diharapkan alokasi dana

yang disalurkan akan tepat di masing-masing bidang, sehingga dari segi

infrastruktur, sarana dan prasarana publik, pelayanan masyarakat, dan

kesejahteraan masyarakat Ponorogo akan meningkat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten

Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai PNS yang

bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo.
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Sehingga masih ada jabatan yang double, 1 orang menduduki 2

jabatan, mengerjakan 2 tugas. Hal itu disebabkan adanya kebijakan

moratorium CPNS mulai tahun 2015 oleh Presiden, sehingga sejak

tahun 2015 sampai sekarang Kabupaten Ponorogo jumlah penerimaan

CPNS nya disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun. Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-

RB) Asman Abnur dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (10-

10-2016) mengatakan sedikitnya ada 300 kabupaten/kota berada dalam

zona hijau, kuning 177, dan merah 58. Zona hijau artinya belanja

pegawainya dibawah 40% dari APBD, zona kuning belanja

pegawainya dibawah 50% dari APBD, dan zona merah belanja

pegawainya diatas 50%. Daerah zona hijau posisinya sangat sehat

karena belanja publik lebih banyak, yang kuning sudah tanda awas,

tapi bisa menerima PNS baru untuk menggantikan PNS yang pensiun,

meski jumlahnya dibatasi, zona merah tidak bisa sama sekali

menerima pegawai baru, terangnya. Daerah yang rasio belanja PNS

mencapai lebih dari 60% dari APBD salah satunya adalah Kabupaten

Ponorogo.232 Namun Pemerintah Kabupaten Ponorogo kemungkinan

akan membuka penerimaan CPNS untuk tahun 2018, karena masih

kekurangan PNS dan banyaknya PNS yang pensiun setiap tahunnya.

Formasi jabatan yang akan dibuka nantinya, diutamakan pada tenaga

232 https://korpri.id/berita/522. Diakses tanggal 3 Januari 2018, pukul 15.00 WIB.
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guru, tenaga teknis, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, bukan pada

posisi sebagai administrator.233

233 http;//cpnsnegara.blogspot.co.id/2016/10/cpns-2017-kabupaten-ponorogo. Diakses tanggal
3 Januari 2018, pukul 15.30 WIB.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya

diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah setelah berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di

Kabupaten Ponorogo, terdapat adanya perubahan mulai dari penghapusan,

pemecahan, penggabungan, pembentukan dinas/badan baru dari perangkat

daerah/satuan kerja, sampai jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki

jabatan di tiap-tiap satuan kerja. Tidak hanya itu, namun juga dari segi

APBD Kabupaten Ponorogo juga terdapat perubahan dari jumlah APBD

2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) dengan jumlah APBD 2017

(setelah PP Nomor 18 Tahun 2016).

Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam penataan organisasi

kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo menurut PP Nomor 18 Tahun

2016, yang mengalami perubahan diantaranya adalah :

a. Bentukan Dinas baru ada 2 yaitu : Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

b. Perubahan yang semula Kantor menjadi Dinas semuanya ada 5,

yaitu : Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas
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Lingkungan Hidup; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

c. Perubahan yang semula Badan menjadi Dinas yaitu pertama,

Badan Keluarga Berencana sekarang menjadi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana; kedua, Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa sekarang menjadi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

d. Perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang

menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

e. Pemecahan ada 2 Dinas yaitu pertama, yang semula Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipecah menjadi

Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olah Raga, yang kedua

adalah semula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dipecah menjadi Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

f. Perubahan jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di

tiap-tiap satuan kerja hampir semuanya dirubah, termasuk di

kecamatan dan kelurahan.

g. Perubahan juga terjadi pada susunan organisasi pada tiap-tiap satuan

kerja, dari susunan organisasi yang lama yaitu menurut PP Nomor 41

Tahun 2007, yang dalam hal ini kabupaten Ponorogo mengaturnya dalam

Peraturan Bupati Nomor 33 sampai dengan Nomor 66 Tahun 2008,
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menjadi susunan organisasi yang baru yaitu menurut PP Nomor 18

Tahun 2016, yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58

sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada

lampiran skripsi ini.

2. Dari segi pegawai PNS/pejabat eselon nya, Sedangkan dilihat dari

ketentuan satuan kerja Pemerintah Daerah yang Baru Menurut PP Nomor

18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di

Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017, terdapat kekurangan

jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-tiap SKPD dan tiap tingkat

eselonnya. Dari total kekurangannya berjumlah 19 orang, diantaranya

adalah :234

a. Kurang 2 orang di tingkat eselon IVb;

b. kurang 8 orang di tingkat eselon IVa;

c. kurang 2 orang di tingkat eselon IIIb;

d. kurang 1 orang di tingkat eselon IIIa;

e. kurang 6 orang di tingkat eselon IIb;

f. jumlah tetap di tingkat eselon IIa.

3. Dari segi APBD mengalami perubahan. APBD Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) sebesar (Pendapatan Rp.

2.108.777.984.508,57 dan Belanja/pengeluaran Rp.2.253.703.535.000,43),

sedangkan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (setelah PP 18 Tahun

2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.246.177.607.360,96 dan Belanja Rp.

234 Dari Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah DaerahYang Baru Menurut PP Nomor 18
Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo per Desember 2017 yang ada di lampiran skripsi ini.
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2.312.594.105.345,78). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi

peningkatan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo dari sebelum dan sesudah

PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11%

untuk pendapatan, dan Rp. 58.890.570.345 atau 2,54% untuk

belanja/pengeluaran.

4. Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan

daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

a. Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan daerah di

Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menindak lanjuti dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016 mengenai

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja

masing-masing perangkat daerah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan

dari segi APBD Tahun 2017 Kabupaten Ponorogo (pasca PP

Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan mengalami peningkatan

dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016), yaitu

sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk Pendapatan, dan
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sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54% untuk

Belanja/pengeluaran.

b. Faktor penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di

Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai PNS

yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten

Ponorogo. Sehingga masih ada jabatan yang double, 1 orang

menduduki 2 jabatan, mengerjakan 2 tugas. Hal itu disebabkan

adanya kebijakan moratorium CPNS mulai tahun 2015 oleh

Presiden, sehingga sejak tahun 2015 sampai sekarang Kabupaten

Ponorogo jumlah penerimaan CPNS nya disesuaikan dengan

jumlah PNS yang pensiun.
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B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka

ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM),

pegawai PNS untuk memenuhi posisi/jabatan yang masih kosong, agar

pegawai PNS yang menduduki jabatan yang dobel bisa fokus

mengerjakan 1 tugas, 1 posisi jabatan saja.

2. Penambahan pegawai PNS harus disesuaikan dengan porsi jabatan

yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan SDM nya, agar

dapat bekerja secara maksimal dan efisien.

3. Penambahan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo setelah berlakunya

PP Nomor 18 Tahun 2016, agar penggunaanya/pengeluarannya lebih

banyak disalurkan kepada belanja publik, untuk meningkatkan

pelayanan dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Ponorogo.
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(Lampiran 65); Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati



C. Tabel Perbedaan Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Lama Menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 dan Satuan Perangkat Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb
TETAP /

DI
HAPUS

JUMLAH
PEGAWAI
DI UBAH

DI HAPUS
BENTUKAN

BARU

DI GANTI
DINAS /
BADAN

BERUBAH
NAMA

MENJADI

DIGABUNG
MENJADI

DIPECAH
MENJADI

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb

1 Sekretariat Daerah 1 tetap 1

2
Staf Ahli Bidang Hukum dan
Politik

1

3
Staf Ahli Bidang
Pemerintahan

1

4
Staf Ahli Bidang
Pembangunan

1

5
Staf Ahli Bidang Ekonomi
dan Keuangan

1

6
Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia

1 tetap 1

7
Asisten Pemerintahan dan
Kesra

1 tetap 1

8
1. Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum

1 3 tetap 1 3

9
2. Bagian Administrasi Kesra
dan Kemasyarakatan

1 3 tetap 1 3

10 3. Bagian Hukum 1 4 diubah 1 3

11
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

1 tetap 1

12
1. Bagian Administrasi
Perekonomian

1 2 tetap 1 2

13
2. Bagian Administrasi
Pembangunan

1 3 tetap 1 3

14
3. Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam

1 2 tetap 1 2

15
4. Bagian
Layanan

Pengadaan
1 2

16 Asisten Administrasi Umum 1 tetap 1
17 Bagian Umum 1 4 diubah 1 3
18 Bagian Organisasi 1 3 tetap 1 3
19 Bagian Humas dan Protokol 1 3 tetap 1 3

20 SEKRETARIAT DPRD 1 3 8 diubah 1 4 12
21 INSPEKTORAT 1 5 15 diubah 1 5 3
22 Dinas Pendidikan 1 1 4 15 tetap 1 1 4 15

23
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga

1 1 4 12 diubah Dinas Pariwisata 1 1 4 11

24
Dinas Pemuda dan

Olah Raga
1 1 3 8

25 Dinas Kesehatan 1 1 4 15 tetap 1 1 4 15

26
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

1 1 4 15 diubah
Dinas Tenaga

Kerja
1 1 3 10

27

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan
Anak

1 1 4 12

28
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1 1 3 9 diubah 1 1 4 11

29 Dinas Perhubungan 1 1 4 13 diubah 1 1 3 9

30
Dinas Industri, Perdagangan,
Koperasi dan UKM

1 1 4 15 tetap

Dinas
Perdagangan,
Koperasi dan
Usaha Mikro

1 1 4 15

31 Satuan Polisi Pamong Praja 1 4 diubah 1 1 3 9

32
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah

1 1 4 15 diubah di ganti Badan

Badan
Pendapatan,
Pengelolaan

Keuangan dan
Aset Daerah

1 1 6 17

33 Dinas Pekerjaan Umum 1 1 5 18 diubah

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

Ruang

1 1 4 14

34 Dinas Pertanian 1 1 4 15 diubah
Dinas Pertanian
dan Perikanan

1 1 6 21

35
Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

1 3 di ganti Dinas

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan
Anak

36 Kantor Ketahanan Pangan 1 4 diubah di ganti Dinas
Dinas

Ketahanan
Pangan

1 1 2 8

37
Kantor Arsip dan
Dokumentasi

1 3 diubah

38 Kantor Perpustakaan Daerah 1 3 dirubah

39 Kantor Lingkungan Hidup 1 3 diubah di ganti Dinas
Dinas

Lingkungan
Hidup

1 1 3 11

40
Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu

1 3 diubah

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan

Terpadu Satu
Pintu

di ganti Dinas 1 1 3 8

41

Dinas
Komunikasi,

Informatika, dan
Statistik

1 1 3 11

42

Dinas
Perumahan dan

Kawasan
Permukiman

1 1 2 8

43 Badan Keluarga Berencana 1 1 3 9 di ganti Dinas

Dinas
Pengendalian
Penduduk dan

Keluarga
Berencana

1 1 3 11

44 Badan Kepegawaian Daerah 1 1 4 11 diubah

Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan

Pelatihan
Daerah

1 1 4 11

45 BAPPEDA 1 1 5 13 diubah

Badan
Perencanaan,
Pembangunan

Daerah,
Penelitian dan

Pengembangan

1 1 4 13

46
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

1 1 3 9 diubah di ganti Dinas

Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

1 1 4 13

47
Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan
Masyarakat

1 1 3 9 diubah

Badan
Kesatuan

Bangsa Dan
Politik

1 1 2 7

48
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

1 4 9 tetap 1 4 9

49 RSUD Dr.HARJONO S 1 2 6 13 tetap 1 2 6 13

50 Kecamatan Ponorogo 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
51 Kecamatan Jenangan 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
52 Kecamatan Babadan 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
53 Kecamatan Siman 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
54 Kecamatan Kauman 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
55 Kecamatan Sukorejo 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
56 Kecamatan Sampung 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
57 Kecamatan Badegan 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
58 Kecamatan Jambon 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
59 Kecamatan Balong 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
60 Kecamatan Slahung 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
61 Kecamatan Bungkal 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
62 Kecamatan Ngrayun 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
63 Kecamatan Sambit 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
64 Kecamatan Sawoo 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
65 Kecamatan Mlarak 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
66 Kecamatan Jetis 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
67 Kecamatan Pulung 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
68 Kecamatan Ngebel 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
69 Kecamatan Sooko 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
70 Kecamatan Pudak 1 1 4 3 diubah 1 1 5 2
71 Kelurahan Paju 1 5 diubah 1 4
72 Kelurahan Brotonegaran 1 5 diubah 1 4
73 Kelurahan Pakunden 1 5 diubah 1 4
74 Kelurahan Kepatihan 1 5 diubah 1 4
75 Kelurahan Surodikraman 1 5 diubah 1 4
76 Kelurahan Purbosuman 1 5 diubah 1 4
77 Kelurahan Tonatan 1 5 diubah 1 4
78 Kelurahan Bangunsari 1 5 diubah 1 4
79 Kelurahan Taman Arum 1 5 diubah 1 4
80 Kelurahan Kauman 1 5 diubah 1 4
81 Kelurahan Tambak Bayan 1 5 diubah 1 4
82 Kelurahan Pinggirsari 1 5 diubah 1 4
83 Kelurahan Mangkujayan 1 5 diubah 1 4
84 Kelurahan Banyudono 1 5 diubah 1 4
85 Kelurahan Nologaten 1 5 diubah 1 4
86 Kelurahan Cokromenggalan 1 5 diubah 1 4
87 Kelurahan Keniten 1 5 diubah 1 4
88 Kelurahan Jingglong 1 5 diubah 1 4
89 Kelurahan Beduri 1 5 diubah 1 4
90 Kelurahan Setono 1 5 diubah 1 4
91 Kelurahan Singosaren 1 5 diubah 1 4
92 Kelurahan Kertosari 1 5 diubah 1 4
93 Kelurahan Patihan Wetan 1 5 diubah 1 4
94 Kelurahan Kadipaten 1 5 diubah 1 4
95 Kelurahan Ronowijayan 1 5 diubah 1 4
96 Kelurahan Mangunsuman 1 5 diubah 1 4

1 27 62 89 398 193 1 34 67 116 475 146

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb

Tetap Tambah 7 Tambah 4 Tambah 27 Tambah 74 Berkurang 47

REAL 1 28 67 114 560 142
HALAMAN 164-167

di ganti Dinas

Staf Ahli Bidang
Ekonomi,

Keuangan dan
Pembangunan

1

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

1

PEGAWAI PNS/PEJABAT
ESELON

PERUBAHAN PP NO 18 TAHUN 2016

1 3 8

diubah

Staf Ahli Bidang
Pemerintahan,

Hukum dan
Politik

1di ubah

SELISIH
JUMLAH
PEJABA

T
ESELON

NO
NAMA SATUAN KERJA

LAMA (PP 41 TAHUN
2007)

PEGAWAI PNS/PEJABAT
ESELON

JUMLAH



D. Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017

JUMLAH PEGAWAI

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb
SESUAI/TIDAK

SESUAI
IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb

1 Sekretariat Daerah 1 SESUAI 1
2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 1 SESUAI 1
5 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Pembangunan 1 SESUAI 1
6 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 1 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 0

7 Asisten Pemerintahan dan Kesra 1 SESUAI 1
8 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 3 SESUAI 1 3
9 2. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 1 3 SESUAI 1 3
10 3. Bagian Hukum 1 3 SESUAI 1 3

11 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 SESUAI 1
12 1. Bagian Administrasi Perekonomian 1 2 SESUAI 1 2
13 2. Bagian Administrasi Pembangunan 1 3 SESUAI 1 3
14 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 1 2 SESUAI 1 2
15 4. Bagian Layanan Pengadaan 1 2 SESUAI 1 2

16 Asisten Administrasi Umum 1 SESUAI 1
17 Bagian Umum 1 3 SESUAI 1 3
18 Bagian Organisasi 1 3 SESUAI 1 3
19 Bagian Humas dan Protokol 1 3 SESUAI 1 3

20 SEKRETARIAT DPRD 1 4 12 SESUAI 1 4 12
21 INSPEKTORAT 1 5 3 SESUAI 1 5 3
22 Dinas Pendidikan (Tipe A) 1 1 4 15 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 4 33 18 UPTD
23 Dinas Pariwisata (Tipe A) 1 1 4 11 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 0 1 4 11
24 Dinas Pemuda dan Olah Raga (Tipe B) 1 1 3 8 SESUAI 1 1 3 8
25 Dinas Kesehatan (Tipe A) 1 1 4 15 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 4 18 3 UPTD

26
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe
A)

1 1 4 12 SESUAI 1 1 4 12

27 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B) 1 1 3 11 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 3 28 17 UPTD
28 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A) 1 1 4 11 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 4 26 15 UPTD

29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A) 1 1 4 13 SESUAI 1 1 4 13
30 Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B) 1 1 3 9 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 0 1 3 9
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B) 1 1 3 8 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 3 7
32 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Tipe A) 1 1 4 15 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 4 19 4 UPTD
33 Dinas Tenaga Kerja (Tipe A) 1 1 3 10 SESUAI 1 1 3 10
34 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Tipe B) 1 1 3 11 SESUAI 1 1 3 11

35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe B) 1 1 4 14 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 4 21 7 UPTD
36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe C) 1 1 2 8 SESUAI 1 1 2 8
37 Dinas Perhubungan (Tipe B) 1 1 3 9 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 3 10 1 UPTD

38 Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B) 1 1 2 8 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 0 1 2 8
39 Dinas Pertanian dan Perikanan (Tipe A) 1 1 6 21 TIDAK SESUAI LEBIH 1 1 6 42 21 UPTD
40 Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B) 1 1 3 11 SESUAI 1 1 3 11
41 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) 1 1 3 8 SESUAI 1 1 3 8

42 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A) 1 1 6 17 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 5 17

43 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe A) 1 1 4 11 SESUAI 1 1 4 11

45
Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan (Tipe A)

1 1 4 13 SESUAI 1 1 4 13

46 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 1 2 7 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 0 1 2 7
48 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9 SESUAI 1 4 9
49 RSUD Dr.HARJONO S 1 2 6 13 SESUAI 1 2 6 13

50 Kecamatan Ponorogo 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
51 Kecamatan Jenangan 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
52 Kecamatan Babadan 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
53 Kecamatan Siman 1 1 5 2 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 5 1
54 Kecamatan Kauman 1 1 5 2 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 4 2
55 Kecamatan Sukorejo 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
56 Kecamatan Sampung 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
57 Kecamatan Badegan 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
58 Kecamatan Jambon 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
59 Kecamatan Balong 1 1 5 2 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 4 2
60 Kecamatan Slahung 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
61 Kecamatan Bungkal 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
62 Kecamatan Ngrayun 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
63 Kecamatan Sambit 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
64 Kecamatan Sawoo 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
65 Kecamatan Mlarak 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
66 Kecamatan Jetis 1 1 5 2 TIDAK SESUAI KURANG 1 1 5 1
67 Kecamatan Pulung 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
68 Kecamatan Ngebel 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
69 Kecamatan Sooko 1 1 5 2 SESUAI 1 1 5 2
70 Kecamatan Pudak 1 1 5 2 TIDAK SESUAI TIDAK DIISI 1 0 5 2
71 Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
72 Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
73 Kelurahan Pakunden (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
74 Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
75 Kelurahan Surodikraman (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
76 Kelurahan Purbosuman (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
77 Kelurahan Tonatan (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
78 Kelurahan Bangunsari (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
79 Kelurahan Taman Arum (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
80 Kelurahan Kauman (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
81 Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
82 Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
83 Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
84 Kelurahan Banyudono (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
85 Kelurahan Nologaten (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
86 Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
87 Kelurahan Keniten (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
88 Kelurahan Jingglong (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
89 Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo) 1 4 SESUAI 1 4
90 Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan) 1 4 SESUAI 1 4
91 Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan) 1 4 SESUAI 1 4
92 Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan) 1 4 SESUAI 1 4
93 Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan) 1 4 SESUAI 1 4
94 Kelurahan Kadipaten (Kecamatan Babadan) 1 4 SESUAI 1 4
95 Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman) 1 4 SESUAI 1 4
96 Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan Siman) 1 4 SESUAI 1 4

1 34 67 116 475 146 1 28 66 114 554 144 86 UPTD

IIa IIb IIIa IIIb IVa IVb HALAMAN 168-170 554
-86

468

JUMLAH
UPTD

KECAM
ATAN

kurang
6 orang

kurang
1 orang

kurang
2 orang

kurang
8 orang

kurang
2 orang

SELISIH JUMLAH PEJABAT ESELON
Tetap

JUMLAH

PEGAWAI PNS/PEJABAT ESELON
PEGAWAI PNS/PEJABAT

KEADAAN SEBENARNYA PER DESEMBER 2017

NO NAMA SATUAN KERJA BARU (PP 18 TAHUN 2016)
LEBIH /

KURANG /
TIDAK DIISI
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E. RINCIAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016 (SEBELUM PP NOMOR 18 TAHUN 2016)

Lampiran I Perda Nomor 5 Tahun 2016X
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NOMOR
URUT

URAIAN
JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

SURPLUS / (DEFISIT) (165.315.048.972,80) (144.925.550.491,86) 20.389.498.480,94 (12,33)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

13 . PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 168.315.048.972,80 171.740.616.058,84 3.425.567.086,04 2,04

. 1 .3 1 168.015.048.972,80Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 171.440.616.058,84 3.425.567.086,04 2,04
3 . 1 .6 300.000.000,00Penerimaan Piutang Daerah 300.000.000,00 0,00 0,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00 26.815.065.566,98 23.815.065.566,98 793,84

3 . 2 .2 3.000.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.815.065.566,98 23.815.065.566,98 793,84

PEMBIAYAAN NETTO 165.315.048.972,80 144.925.550.491,86 (20.389.498.480,94) (12,33)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

BUPATI PONOROGO
Ponorogo, 4 Oktober 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2
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F. RINCIAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017 (PASCA PP NOMOR 18 TAHUN 2016)

Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017
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NOMOR
URUT

URAIAN
JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

2 . 2 .3 383.428.275.955,00Belanja Modal 483.983.571.570,54 100.555.295.615,54 26,23

SURPLUS / (DEFISIT) (101.243.029.224,00) (66.416.497.984,82) 34.826.531.239,18 (34,40)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 101.349.644.224,00 70.916.497.984,82 (30.433.146.239,18) (30,03)

13 . 1 . 101.049.644.224,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 70.616.497.984,82 (30.433.146.239,18) (30,12)
3 . 1 .6 300.000.000,00Penerimaan Piutang Daerah 300.000.000,00 0,00 0,00

23 . PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00

3 . 2 .2 0,00Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 101.349.644.224,00 66.416.497.984,82 (34.933.146.239,18) (34,47)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 106.615.000,00 0,00 (106.615.000,00) (100,00)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2
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G. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016)
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